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ABSTRAKSI

DIDIK MUDHOFAR ASRORIL KHUKAMAK, Hukum AdministrasiNegara, Fakultas
Hukum Universitas Brawijaya, Februari 2010yplementas Peraturan Pemerintah
Nomor 45 Tahun 2007 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris
Desa Menjadi Pegawai Negeri Spil (Studi di Kantor Kecamatan Kutoregjo Kabupaten
Mojokerto), Agus Yulianto, SH.MH.;Sri Kustina, SH.CN.

Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas meaigdmplementasi Peraturan
Pemerintah nomor 45 tahun 2007 tentang Persyamdantata cara Pengangkatan
Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil. Haldilatarbelakangi sebagai usaha
untuk memperbaiki kualitas sistem pemerintahan ree¢fadonesia secara umum, dan
penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa sekhusus dan desentralisasi
pemerintahan seiring dengan adanya Undang-UndamgoN82 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah dalam Pasal 202 ayat (3) memgdkan Sekretaris Desa diisi dari
PNS hal yang menunjukkan bahwa suatu Pengangkeatart8ris Desa menjadi Pegawai
Negeri Sipil (PNS) sangat mendukung tertibnya pértedran desa untuk membenahi
administrasi yang selama ini masih dianggap bekantanenuju otonomi desa sebagai
kelanjutan dari otonomi daerah. Otonomi desa dpi@a dapat menata pemerintahannya
dan mandiri, maka adanya sekretaris desa diangkastjaci PNS, tidak ada alasan
pekerjaan desa terbengkelai seperti sebelumny@an€d?NS mempunyai tata tertib yang
terangkum dalam aturan kepegawaian. BerlakunyatiPara Pemerintah Nomor 45
Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Rgkegan Sekretaris Desa Menjadi
Pegawai Negeri Sipil menunjukkan bahwa sekretagsadmemiliki peranan yang
strategis, sehingga sebagai perangkat desa dituntuk mampu bertugas membantu
kepala desa terutama dalam bidang tertib admisistemerintahan, pembangunan dan



pelayanan serta permberdayaan masyarakat desa. nNademikian dalam
kenyataannya,status sekdes PNS menimbulkan keceambdan rasa diskriminasi. Sikap
kecemburuan itu diwujudkan dengan kurangnya senaegamotivasi kerja dari Kades
dan perangkat Desa lainnya dan menyerahkan sepgnupekerjaan adiministrasi
kepada Sekdes.

Dalam upaya mengetahui hambatan atas implemergegiupan pemerintah nomor
45 tahun 2007 tentang persyaratan dan tata cagapgkatan sekretaris desa menjadi
pegawai negeri sipil, berikut dengan solusinya, analetode pendekatan yang dipakai
adalah yuridis sosiologis, mengkaji permasalaharg yhtetapkan secara yuridis dengan
melihat fakta secara obyektif. Kemudian, seluruladgang ada dianalisis secara
deskriptif analisis

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperola@alj@an atas permasalahan yang
ada, bahwa Implementasi Peraturan Pemerintah No#®orTahun 2007 tentang
persyaratan dan tata cara pengangkatan sekrets# rdenjadi pegawai negeri sipil
sudah berjalan cukup baik dan respon dari masyacalkaip bagus dan antusias. Akan
tetapi dalam penerapanya masih menemui hambatanadain : adanya kecemburuan
bagi Kades dan perangkat Desa lainnya Kecembumiamenimbulkan suasana kerja
yang kontraproduktif., Adanya dualisme atasan lmeldes dengan status PNS ini
tentunya akan mempengaruhi loyalitas dan koordiyesy tidak menentu. Bahkan posisi
kepala desa cenderung akan dikesampingkan olelesédktgan status PNS. Hal tersebut
dapat membuka peluang terjadinya konflik antaraakepesa dengan sekdes dalam hal
hubungan kerja, karena adanya duplikasi komarmdioadap sekdes

Menyikapi fakta-fakta tersebut diatas, maka semyausetiap sekdes yang menjadi
PNS dirotasi rutin, mengadakan Pembekalan apapeorerintahan desa, peningkatan
tunjangan penghasilan aparatur pemerintah desaRDIPBagi perangkat di luar Sekdes,
hal ini sebagai upaya untuk meminimalisir terjaditmambatan-hambatan di atas
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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

UUD 1945 merupakan sumber hukum tertinggi dalararkirPerundang-undangan
Indonesia yang memuat ketentuan-ketentuan tentarigtéhiegaraan Indonesia secara
ringkas dengan rumusan pasal-pasal yang singkasetiarhana. Rumusan yang singkat
dimaksudkan agar UUD ini tidak lekas usang dankuképerluan pelaksanaannya dibuat
peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Ws8ebut hanyalah memuat
ketentuan-ketentuan dasar dan merupakan rangkatatarihukum Indonesia. Masih
banyak ketentuan-ketentuan yang perlu diselenggaraébih lanjut dalam pelbagai
Undang-Undang organik.

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 18 UUD 1945 damjelasannya (sesudah
amandemen) tidak mengatur secara detail segal& agmgelenggaraan Pemerintahan

Daerah, akan tetapi hanya mengatur pokok-pokokaya Sehingga pengaturan yang

C.S.T. Kansil.Pengantar llmu Hukum dan Tata Hukooohesia,Balai Pustaka,Jakarta 1989,h.171



terkandung dalam Pasal 18 dan penjelasannya térgell dituangkan lagi dalam
pelbagai peraturan perundang-undangan yang lehttaketingkatnya sekaligus sebagai
aturan pelaksanaannya maupun perlu diselenggardah lanjut dalam pelbagai
Undang-Undang organik.

Lalu jika dilihat dari perbandingan dari perkembamgindang-undang pemerintahan
daerah, maka perbandingan ini akan mencakup bebeespek, yakni: sejarah
pertumbuhan, status pemerintahan daerah, strukgiomal, pemerintah daerah, fungsi-
fungsi yang diselenggarakan, pembiayaan PemerimtBlzeerah, Kepegawaian Daerah
dan partisipasi warga dalam penyelenggaraan Petaiesim Daerah. Berbagai aspek ini
tentu belum mencakup keseluruhan aspek yang dinmkayk dalam mengkaji
pemerintahan daerah, tetapi mereka telah mewaldpela pokok dalam kajian
perbandingan sehingga mampu menjangkau tujuan ydikghendaki dari studi
perbandingan.

Otonomi Daerah yang dikenal sekarang ini merupakamifestasi dari pecahnya
Sistem Pemerintahan Sentralistik yang menarik hamgeluruh Kewenangan
Pemerintahan ke pusat. Sejak berlakunya UU No.Huifd974 Tentang Pokok-Pokok
Pemerintahan di Daerah maka Otonomi seluas-luaselpagaimana dituangkan dalam
UU No 18 Tahun 1965 Tentang Pokok-Pokok Pemerimt@yeerah dan TAP MPRS No.
XXI/MPRS/1966 dibalik menjadi apa yang disebut olgéb itu dengan “Pelaksanaan
Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggung jawatrhtalikan ini dilakukan dengan
dalih bahwa Otonomi seluas-luasnya sudah tidak kcdagi dengan prinsip Negara

Kesaturan Republik Indonesia dan oleh sebab itushdiubah. Otonomi Daerah yang

2M.R. Khairul Muluk, Perkembangan Pemerintahan Daerah: Perbandingan AS dan Indonesia, 2003,
online http://publik.brawijaya.ac.id/?him=jedlist&ed=1044600&edid=111133271(@12 Januari 2009)




nyata dan bertanggung mengganti kewenangan untaogate dan mengurus diri sendiri
menjadi Otonomi yang menjalankan amanat dan keknaBasat di Daerah.

Kepala Daerah diangkat oleh Pemerintah Pusat dkiars calon yang diajukan oleh
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tanpa tepkala peringkat hasil pemilihan
yang dilakukan DPRD. Kendali pusat ini juga berl&xhadap pengelolaan sumber daya
alam. Oleh UU No. 5/1974, otonomi daerah lebihhdilisebagai kewajiban ketimbang
hak. Otonomi daerah adalah kewajiban daerah unkuk melancarkan jalannya
Pembangunan sebagai sarana untuk mencapai kessgethtakyat yang harus diterima
dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Seiring dengan perubahan politik, tata pemerintghga turut berubah. Munculnya
UU No 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daeratg garing disebut sebagai UU
Otonomi daerahSecara terminologis UU ini mengartikan otonomirdhgotda) sebagai
Kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mesmdwgpentingan masyarakat
setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkaraaspiasyarakat.

Pengertian semacam ini tidak serta merta bisaildharbahwa masyarakat setempat
atau lokal berwenang mengelola SDA nya sendiri tmeta karena tidak ada
satu pasal pun yang menjabarkan pengertian sépesticara eksplisit.

Undang-Undang Otonomi daerah No 22 Tahun 1999 vegisi menjadi UU No.
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (setggjudisebut UU Pemda) juga
masih tidak menjamin otonomi masyarakat daerahndgdangelolaan SDA. Oleh UU

Pemda Otonomi Daerah diartikan sebagai hak, wevggndan kewajiban Daerah

3 Penyebutan UU Otonomi daerah sebetulnya bermakataha UU No 22 Tahun 1999 adalah UU
Tentang Pemerintahan Daerah. Teguh Yuwono dalafali$aprah Otonomi Daerah di Indonesia”
(Kompas,29/11/2001), menyatakan bahatanomi adalah transfer of political power from state to society.
LihatSimarmata dan MasiurQtonomi Daerah, Kecenderungan Karakter Perda dan Tekanan Baru bagi
Lingkungan dan Masyarakat Adat’, Seri Pengembangan Wacana NéduMa, Jakarta, 2002, hal 3.



Otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusaneRntahan dan kepentingan
masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Pegudddangan (pasal 1 angka 5).
Dalam soal ini, mirip dengan UU yang digantikann{) Pemda hanya mengatur
Desentralisasi Pemerintahan, bukan Devolusi Kelamaskari tangan Negara ke tangan
rakyat.

Dengan adanya Undang-Undang tentang pemerintaleaahdamaka berlakunya asas
Desentralisasi dimana Daerah diberi kesempatankdeeiuasaan untuk mengurus dan
mengatur daerahnya masing-masing atau disebut We@ganomi Daerah. Pemberian
Otonomi kepada Daerah diarahkan untuk mempercegatujudnya kesejahteraan
masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pembaatagan peran serta masyarakat
berdasarkan prinsip Otonomi Daerah yaitu Otonomiuaseluasnya, nyata dan
bertanggungjawab.

Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan kepatatddalam rangka pelaksanaan
Desentralisasi pada dasarnya menjadi prakarsa wemgn Kepala Daerah, yaitu yang
menyangkut penentuan :

1. Kebijaksanaan
2. Perencanaan
3. Pelaksanaan
4. Segi pembiayaan
5. Perangkat pelaksana
Dalam era Otonomi daerah Pemerintah Daerah berlkmmamemberikan pelayanan

publik sebaik-baiknya pada masyarakat. Mulai dalayganan dalam bentuk pengaturan



ataupun pelayanan-pelayanan lain dalam rangkaenuhi kebutuhan masyarakat
dalam bidang pendidikan, kesehatan, utilitas, ldinnya.

Otonomi Daerah juga berarti telah memindahkan sebdgesar kewenangan yang
tadinya berada di pemerintah pusat diserahkan kegaaerah Otonom, sehingga
Pemerintah Daerah Otonom dapat lebih cepat dalamespen tuntutan masyarakat
daerah sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. kkakewenangan membuat kebijakan
(perda) sepenuhnya menjadi wewenang daerah, makgamnle Otonomi Daerah
pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangkaaiclapat berjalan lebih cepat
dan lebih berkualitas. Keberhasilan pelaksanaanddto Daerah sangat tergantung pada
kemampuan keuangan daerah, sumber daya manusia diamiiki daerah, serta
kemampuan daerah untuk mengembangkan segenapipeategsda di daerah otonom.

Lahirnya Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 TentBegerintahan Daerah
membawa perubahan yang sangat mendasar dalam ntatpeayelenggaraan
Pemerintahan Daerah. Banyak perubahan sistem ddwmnimme penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah yang tercantum dan menjadiasigbpenting dalam UU tersebut.
Hal ini pula yang memberikan harapan bagi penygaray Pemerintahan di Daerah
dalam mewujudkan Pemerintahan yang lebih efektitfesnen.

Perubahan substantif yang dibawa oleh Undang-UnNangor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah tidak saja membawbalean pada tingkat Pemerintah
Daerah, tetapi juga memberikan warna lain padaglenggaraan Pemerintahan di
tingkat Kecamatan, Kelurahan, dan Desa. Hal inaskdi atas pentingnya mewujudkan
Pemerintahan yang baik yang dimulai dari tingkah®g@ntahan paling bawah. Dimana

pada tingkat Pemerintahan ini terjadi proses ik®@riangsung antara Pemerintah dengan



masyarakat dalam rangka pemberian pelayanan Péafenim Disanalah hubungan
Pemerintahan itu menjadi nyata.

Menurut Undang-Undang no 32 tahun 2004 tepnRemerintahan Daerah,
pengertian desa yang tercantum dalam pasal heatéiP ialah :

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempbatas-batas wilayah
yuridiksi berwenang untuk mengatur dan mengurushkipgan masyarakat setempat
berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat diakui dan atau dibentuk dalam

pemerintahan nasional dan berada di daerah kalvuatste kota.

Pengaturan tentang otonomi desa dimaksudkan unésksmons proses globalisasi,
yang ditandai oleh proses liberalisasi (informagpnomi, teknologi, budaya, dan lain-
lain) dan munculnya pemain-pemain ekonomi dalanesiiabal. Karena itu, masyarakat
di desa perlu dilindungi dan diberdayakan supaga Innenghadapi seluruh perubahan
situasi yang akan terjadi. Jika tidak, maka, peggaran akan menumpuk di desa,
kemiskinan akan meluas, kota akan terbebani oled ypdban dari desa, pendidikan dan
kesehatan masyarakat di desa akan memicu banyaMana&ita bisa membayangkan
kemungkinan dampak lain yang akan terjadi, termgsemjagaan kearifan lokal desa

serta kehidupan keagamaan di desa.

Desa tidak dapat melepaskan diri dari perubahabatl¢perkembangan jamah).
Dampak globalisasi dan ekploitasi oleh kapitalisbgl tidak mungkin dihadapi oleh
lokalitas, meskipun dengan otonomi yang memadan@suk otonomi desa). Tantangan
ini memerlukan institusi yang lebih kuat (dalam malnegara) untuk menghadapinya.

Karenanya, diperlukan pembagian tugas dan kewenasgaara rasional di negara

*http://www.radarmojokerto.co.id/index.php?pilih=refimod=yes&aksi=lihat&id=170912 desember
2009)




(Pusat, Daerah dan Desa) dan masyarakat agar wh@saig-masing bisa menjalankan
fungsinya. Negara menjadi kuat untuk menghadapi pa&mglobal dan mampu
melindungi rakyatnya dari berbagai dampak yan@derDi sisi lain, Rakyat juga kuat

untuk menyongsong segala perubahan ke depan, kiyaskisat secara ekonomi.

Desa bisa menjadi bagian dari ruang yang fleksibetuk mengembangkan
pengaturan kehidupan yang lebih mensejahterakayatrafa secara adil Inilah misi
yang ingin dicapai dari langkah awal pengangkatakretaris Desa menjadi Pegawai
Negeri Sipil. Sehingga, desa memiliki tenaga sp$iatdaulat secara politik, berdaya
secara ekonomi dan bermartabat secara budaya. ddangihirnya pondasi lokal-bawah
(desa) dapat memperkuat bangunan negara-bangsg.jéfas, akan ada perubahan cara
pandang masyarakat desa terhadap Sekretaris Degd@Pggawai Negeri Sipil, termasuk
tata nilai yang mengatur hubungan antara masyadakajan sekretaris desa yang selama
ini sebagai salah satu perangkat desa. Karena, parangkat desa selama ini
dipersepsikan oleh masyarakat sebagai "Pamong" Dgmag diharapkan sebagai

pelindung dan pengayom warga masyarakat.

Para pamong desa beserta elite desa lainnya dalbomg@ian sosial di desa dituakan,
ditokohkan dan dipercaya oleh warga masyarakatkuntangelola kehidupan publik
maupun privat warga desa. Dalam praktiknya anta@avdan pamong desa mempunyai
hubungan kedekatan secara personal yang mungKrat dilengan tali kekerabatan
maupun ketetanggaan, sehingga kedua unsur itgsakemyentuh secara personal dalam

wilayah yang lebih privat ketimbang publik. Batestds urusan privat dan publik di desa

9 http://organisasi.org/pengertian_arti_dan_defimiesa_dan_kota_belajar_pelajaran_ilmu_sosiologg geo
rafi (12 desember 2009)



sering kabur. Sebagai contoh, warga masyarakatlandanerja pamong desa tidak

menggunakan kriteria modern (transparansi dan akilitas) dalam menjalankan tugas,
melainkan memakai kriteria tradisional dalam kekanfubungan pelayanan, terutama
kedekatan pamong dengan warga yang bisa dilihatkkdarasaan dan kerelaan pamong
untuk beranjangsana, termasuk tradisi memenuhingastanikah, khitan dan berta'ziyah
ketika ada warga desa yang meninggal atau terkeumsibah, sekaligus meletakkan

tradisi itu sebagai beban yang diperhitungkan secaateri oleh kepala desa maupun
perangkatnya. Fakta-fakta hubungan sosial antagarae(pemdes) dan rakyat yang
seperti ini seringkali menjadi pemikiran pejabatpeintahan desa untuk disejahterakan,
termasuk harapan sekretaris desa yang telah diamg&ajadi Pegawai Negeri Sipll

untuk tetap mendapat bengkok walau dalam jumlaly yenbatas.

Masyarakat desa seringkali menggunakan ukuran Ibaigi kepala desa dan
perangkatnya, ketika kepala desa dan perangkarritgngan, ringan kaki dan ramabh.
Bahkan, meletakkan kebaikan-kebaikan itu sebagairamk untuk mempertergas
kepercayaan mereka terhadap pejabat negara, yakm@rmtah desa (istilah masayarakat
desa itusembod® Demikian sebaliknya, kepala desa dan perangkatbutuhkan
kepercayaan rakyat melalui cara-cara tradisionaisifat personal dan penjagaan nilai
dari kearifan lokal di desa. Dengan begitu, merekadah diterima, dapat menjaga
eksistensi dan menopang kelancaran kebijakan matpg#s-tugas yang diemban,

apalagi bagi kepala desa yang baru terpilih.

Menyikapi perubahan pemerintahan dengan formasret®is desa yang baru
tersebut, diharapkan para Sekretaris Desa PegaagerNSipil di Kecamatan Kutorejo

Kabupaten Mojokerto mampu menunjukkan kinerja yalepih baik. Melalui



pengalaman, pengetahuan dan kepekaan terhadaprakatydiharapkan mereka mampu
menjadi pelayan masyarakat di tingkat desa. Terkdéingan undang-undang
kepegawaian, sekdes secara administrasi akan mengekretariat di tingkat desa yang
akan langsung bertanggung jawab kepada camat. Nasecara teknis lingkup kerja
mereka tetap menjadi mitra kepala desa dan peramgsa lainnya. Oleh karena itu
mereka harus menjalin kerjasama dalam mengimplesiéan kebijakan pemerintah

bagi masyarakat desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2007 bensang pengertian desa, pegawai
negeri sipil, sekretaris desa, persyaratan pengdaaglksekretaris desa menjadi pegawai
negeri sipil, tata cara pengangkatan sekretari® desnjadi pegawai negeri siplil,
sekretaris yang tidak diangkat menjadi pegawai megal. Salah satu dari isi Peraturan
Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 pasal 1 ayat 3 ialah

Sekretaris Desa adalah Perangkat Desa yamgghs membantu Kepala Desa
dalam bidang tertib administrasi pemerintahan gambangunan serta pelayanan dan
pemberdayaan masyarakat.

Dalam pasal 1 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomoi attun 2007 menjelaskan
bahwa tugas Sekretaris Desa adalah membantu kejgda dalam bidang tertib
administrasi pemerintahan dan pembangunan sertaygmeln dan pemberdayaan
masyarakat.

Tetapi semenjak status Sekretaris Desa menjadiwReddegeri Sipil hubungan
kepala desa dan sekretaris desa kurang harmontsunigan kurang harmonis antara
Sekretaris Desa yang berstatus Pegawai Negeridadipgan Kepala Desa dan perangkat

Desa lainya, dilatar belakangi adanya tingkat lekgejaan Sekretaris Desa yang tidak



diangkat Pegawai Negeri Sipil hanya menerima t&ashdesa ditambah lagi penghasilan
tetap, yang tentunya sering molor tidak sesuaigahderbeda dengan Sekretaris Desa
yang Berstatus Pegawai Negeri Sipil, setiap tan@efltiap bulannya ini. Faktor lain
yang menyebabkan kecemburuan ialah Kepala desh bal#i setiap jabatannya habis,
tapi Sekretaris Desa yang menjadi Pegawai Negeii ®rus bekerja hingga pensiun,
selaian itu masih belum ditariknya tanah kas deaa tanah bengkok dari Sekretaris
Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil oleh Peiukgokerto

Dihadapkan pada persoalan-persoalan tersebut sli &tatus Pegawai Negeri Sipil
bagi sekretaris desa Menimbulkan kecemburuan bagala Desa dan perangkat Desa
lainnya, Kecemburuan ini dapat menimbulkan suakarja yang kontraproduktif. secara
psikologis, sekretaris Desa akan lebih taat kepdasan kepegawaiannya, dalam hal ini

camat atau bupati.

Dari uraian di atas dapat dikatakan, Perubahanusstsekdes tersebut akan
berpengaruh kepada aspek pembinaan Pegawai Nggeda® hubungan dengan atasan
sebagai pembina Pegawai Negeri Sipil. Dualismeanatdmgi sekretaris desa dengan
status Pegawai Negari Sipil ini tentunya akan mergarihi loyalitas dan koordinasi
yang tidak menentu. Bahkan posisi kepala desa oaémgleakan dikesampingkan oleh
sekretaris Desa dengan status Pegawai Negeri Baditersebut dapat membuka peluang
terjadinya konflik antara kepala desa dengan safisetiesa dalam hal hubungan kerja,
apabila tata kerjanya tidak diatur dengan rinci ddeksanakan secara konsisten, karena
adanya duplikasi komando terhadap sekdes. Seraemtia banyak orang berharap

sekretaris desa dengan status Pegawai Negeri I$$ail bekerja secara fungsional dan



maksimal untuk memperbaiki seluruh penatpaticy (kebijakan) untuk kesejahteraan

masyarakat desa.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut makaulipe mengambil judul
"Implementasi Peraturan Pemerintah nomor 45 Tahun D07 Tentang Persyaratan
Dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjad?egawai Negeri Sipil (studi

di kantor Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto)”.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang tersebut maka penulisimeskan masalah sebagai berikut
1. Bagaimanakah implementasi Peraturan Pemerintah NefaoTahun 2007
tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkataet@ekrDesa Menjadi
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kecamatan Kuytmiabupaten Mojokerto
2. Apa saja hambatan dalam implementasi PeraturanritgateNomor 45 Tahun
2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengandgkakagtaris Desa Menjadi
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kecamatan Kytiabupaten Mojokerto
3. Apa upaya yang dilakukan oleh kecamatan kutorejakumengatasi hambatan
dalam implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 43uia&007 Tentang
Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan SekrBess Menjadi Pegawai

Negeri Sipil

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian



1 tujuan penelitian ini, yaitu :
a. Untuk mengetahui dan menganalisis implemenfasngangkatan
sekretaris desa menjadi pegawai negeri sipil djkiimgan kantor kecamatan
Kutorejo Kabupaten Mojokerto terkait dengan PdeatiPemerintah  Nomor
45 tahun 2007 tentang persyaratan dan tata cagapgkatan sekretaris desa
menjadi pegawai negeri sipil
b. Untuk mengetahui, menemukan dan menganalisisb&iam dalam
Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahuf7 20 tentang
persyaratan dan tata cara pengangkatan sekreteses whenjadi pegawai
negeri sipil di lingkungan Kantor Kecamatan Kutor&gabupaten Mojokerto
c. Untuk mengetahui, menemukan dan menganalisssisatas hambatan
dalam implementasi Peraturan Pemerintah Nomoraldtint 2007 Tentang
Pesyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretesés Ndenjadi Pegawai
Negari Sipil

1. Manfaat Penelitian

Adapaun manfaat dari penelitian ini adalah :
a. Secara Teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaagibperkembangan Hukum
Administrasi negara terkait dengan status kepegawakhususnya status

sekretaris desa

b. Secara Praktis



a. Bagi pemerintah, khususnya pemerintah desa kecaniattorejo,
dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam memgdtasbatan
implementasi Peraturan Pemerintah No 45 Tahun 280fang persyaratan
dan tata cara pengangkatan sekretaris desa meegalivai negeri sipil

b. Bagi instansi terkait, Hasil penelitian ini dihakap dapat memberikan
salah satu usulan pemilihan keputusan atau penigavadalam pengambilan
keputusan bagi Kantor Kecamatan maupun Badan leeysegn Daerah

c. Bagi masyarakat, dapat memberikan informasi tentanglementasi
Peraturan Pemerintah No 45 Tahun 2007 tentang gratsyn dan tata cara
pengangkatan sekretaris desa menjadi pegawai regiri

d. Bagi rekan-rekan mahasiswa dan pihak-pihak yang boarhkan dapat
digunakan Sebagai sumber bacaan dan wawasan &tagasdahan kajian
implementasi Peraturan Pemerintah No 45 Tahun 280fang persyaratan
dan tata cara pengangkatan sekretaris desa meejgalivai negeri sipil

e. Bagi penulis untuk memeperdalam pengetahuan tentapiementasi
Peraturan Pemerintah No 45 Tahun 2007 tentang gratsyn dan tata cara

pengangkatan sekretaris desa menjadi pegawai resgiri

D. Sistematika Penulisan
Agar penulisan skripsi ini tersusun secastemiatis, maka penulis menyusun
sitematika penulisan sebagai berikut :

BAB | - PENDAHULUAN



Berisi tentang judul, latar belakang permasalal@@rymusan
masalah, tujuan dan manfaat penulisan dan sisteanati

penulisan.

BAB I : KAJIAN PUSTAKA
Menjelaskan kerangka teori secara berurutan tentang
Implementasi  kebijakan desentralisasi, pemerintaterah,
otonomi daerah, otonomi desa, pegawai negeri Siah
persyaratan dan tata cara pengangkatan sekretsds denjadi

pegawai negeri sipil

BAB Il : METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitanmeliputi
jenis penelitian, metode pendekatan, lokasi peaelijenis dan
sumber data, teknik pengumpulan data, populassderpel dan

analisis data yang digunakan.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN
Membahas penyajian data yang berisi tentang gambamaum
lokasi penelitian, Kedudukan, Tugas Pokok dan Hungs

Personalia, Sarana dan Prasarana. Struktur Orgarisda fokus



penelitian, analisis dan interpretasi data dilakukasuai dengan

data yang didapatkan.

BAB V : PENUTUP
Memuat kesimpulan dari pembahasan dan saran — yaran
diharapkan bermanfaat sebagai bahan masukan bsigingn

yang bersangkutan.

BAB I

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Umum Implementasi

Implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapaar-tujuan yang telah
ditetapkan dalam suatu keputusan, tindakan inidadvai untuk mengubah keputusan-
keputusan tersebut menjadi pola-pola operasiomt berusaha mencapai perubahan-

perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telaituskan sebelumnya.



Implementasi pada hakikatnya juga upaya pemaharparnyang seharusnya terjadi
setelah sebuah program dilaksanakan. Implemengagakan tidak hanya melibatkan
instansi yang bertanggungjawab untuk pelaksanabijakan tersebut, namun juga
menyangkut jaringan kekuatan politik, ekonomi, dasial. Dalam tataran praktis,

implementasi adalah proses pelaksanaan keputusan da

Implementasi sesungguhnya tidak hanya sekedar rghgt paut dengan
mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politikakem prosedur rutin melalui
saluran-saluran  birokrasi  belaka, melainkan lebihari d itu  dalam
mengimplementasikan kebijakan yang menyangkut keksgbs, keputusan siapa,
mendapat apa dari suatu kebijakan. Pemenuhan sulayedimaksud berupa sarana,
prosedur dan lainya mendukung implementasi sechaktife Untuk keseluruhan
proses penerapan kebijakan baru dapat dimulai lapdan tujuan dan sasaran yang
bersifat umum telah diperinci. Program aksi telatarccang dan sejumlah sumber

daya telah dialokasikéh.

Implementasi memang mudah dipahami secar abstrak séalah-olah dapat
dilaksanakan, padahal dalam praktik pelaksanaamymnsiasa menuntut adanya
ketersedian sumber daya (sumber-sumber kebijakdragai kondisi yang dibutuhkan
untuk menjamin kelancaran implementasi kebijakan.

Implementasi kebijakan mencakup usaha-usaha pada waktu untuk mengubah
keputusan menjadi operasional, maupun melanjutlsahatusaha untuk mencapai

perubahan basar dan kecil yang ditetapkan oleh tkspan kebijakan. Tahapan

®Marille S. GrindlePolitics and Policylmplementation in Third Rowld, Princeton University Press, 1980,
him 33



implementasi tidak akan bermula sebelum tujuan sksaran telah ditetapkan atau
diidentifikasikan oleh keputusan kebijakan. Tahagplementasi kebijakan terjadi
hanya setelah undang-undang ditetapkan dan suraperdisediakan.

Dari uraian diatas dapat ditarik batas bahwa urkelkancaran i mplementasi
kebijakan, selain dibutuhkan sumber daya, juga rblikan rincian yang lebih
operasional dari tujuan dan sasaran yang bersii@inu Bahkan implementasi
diperlukan faktor komunikasi sumber, kecenderurgjan tingkah laku, serta struktur
birokrasi. Adanya kekurang berhasilan dalam impletias kebijakan yang sering
dijumpai, antara lain dapat disebabkan adanya ba&t@san sumber daya, struktur
yang kurang memadai dan kurang efektif, serta kosmt yang rendah dikalangan
pelaksand.

Adanya ketidakmampuan administratif adalah ketmt@npuan untuk menghadapi
kebutuhan yang disampaikan oleh rakyat, yang daplputi hal sebagai berikdt:

1.terlalu sedikit sumber daya yang masih dapabkizalikan, walaupun diketahui

bahwa hal itu merupakan kebutuhan paling besar
2. para administrator yang mampu dan sedikit jumjahterus-menerus bergerak
tersendat-sendat antara tugas-tugas lainya
3. kebanyak unit pelaksana sangat sentralisasitidak memiliki struktur yang
serius untuk meninjau wilayah yang jauh, kendatmmenyai komitmen untuk

melakukan hal itu

"Mac Andrews,Colin dan Ichlasul Amahubungan Pusat-Daerah dalam pembangunan,Raja Grafindo
Persada, Jakarta. 1993, him 15

8Syukur AbdullahBirokrasi dan pembangunan nasional,Disertasi tidak diterbitkan, Ujungpandang,
UNHAS, 1985, him 8

°Bryant and whitePembangunan Sumber Daya Manusia,Bina llmu Jakarta, 1989, him 50



4. lembaga-lembaga lokal sangat lemah dan senantdielantarkan oleh
departemen yang tersentralisasi

5. arak sosial anata administrator denag masyanaédabara dari waktu ke waktu

Dalam hal pentingnya implementasi kebijakan, bahmplementasi kebijakan
merupakan suatu yang penting bahkan mungkin jéaih fenting dari pada perbuatan
kebijakan itu sendiri. Suatu kebijakan hanya swahcana bagus yang tersimpan rapi
dalam arsip kalau tidak diimplementasikan

Implementasi kebijakan terutama di negara berkegbsglama ini baru mampu
dalam tahap pengesahan kebijakan dan belum dapanwgenya mampu untuk
menjamin bahwa kebijakan yang telah ditetapkanebers dapat dilaksanakan dan
akan menimbulkan dampak atau perubahan yang dierajlKeadaan tersebut ialah
implementationgap. Yaitu untuk menjelaskan suatu keadaan dimanandaleoses
kebijakan akan selalu terbuka kemungkinan akaraderya perbedaan antara apa
yang diharapkan dengan apa yang menajdi kenyat@aalaan yang sering dilukiskan
adalah gap antadas sollen dandas sein.**

Besarnya gapnya tersebut antara lain banyak dkantwleh implementation
capacity, Dari gejala tersebut konsekuensi yang dapat muenallah akan banyak di
antara kebijakan yang ada ditatap saja, berupayaen simbolis dari pimpinan

politik atau yang tertera dalam peraturan perundamangan, ataupun terdapat

930lichin, Abdul WahabAnalisis Kebijaksanaan, Bina Aksara, Bandung, 1990, him 3
“Andrew Dunsire,Analis&ebijakan Publik : Suatu Pengantar, Jurnal Ilmu Politik No. 3, Gramedia,
Jakarta, 1978, h. 4



kebijakan yang dapat dilaksanakan, akan tetapk ts#suai dengan yang diharapkan
karena terdapat inkonsistensi arstakeholders.™

Kondisi terbatasnya sumber daya menimbulkan pelbagnasalahan dalam sistem
implementasi terhadapa suatu kebijakan. Untuk meaganasalah ini terdapat teori
yang menyatakart*

“Penetapan berencaca dari organisasi-organisask umélayani tujuan yang oleh
mereka yang berkuasa dinilai memerlukan campurat@ragdministrative yang

otonom yang berkaitan khusus dengan sistm socmy kebih besar, berbeda dari
yang dapat disediakan oleh unit-unit administyiéihg sudah ada.”

Perumusan di atas dikaitkan dengan sistem peremcagang belum mampu
memecahkan permasalahan dalam mengimplementasilemjakan sehingga
diperlukan suatu perencanaan pembangunan dan diapéikasikan untuk melayani
kebutuhan. Di samping itu, menyoroti tentang penabalembaga di lihat dari model
lembaga, dalam kajianya unsur-unsur dari perubkdmbaga , sebagai berikut :

“Suatu organisasi formal yang mengalami perubatsnmdelindungi perubahan
serta jaringan dukungan yang dikembangkanya dategkungan tidak diarahkan
sebagai pola kegiatan yang normatif atau sebagtirsmasyarakat™

Unsur perubahan lembaga terletak dalam organisasiaf maka pola kegiatan

suatu lembaga ditentukan oleh sistem nilai yangudidembaga tersebut sehingga

A\alter William dan SlichirDiktat Kuliah Kebijaksanaan Publik dan Pengambilan Keputusan, Fisipol
UGM, Yogyakarta, 1993, h. 5

13Joseph W. Eaton. (edyembangunan Lembaga dan Pembangunan Nasionaldari konsep ke Aplikasi, Ul-
Press, Jakarta, 1986, him 21

santoso, Purwo, dkk (ed). Menembus Ortodoksi Kafiahijakan Publik. Fisipol UGM: 2004. Hal 123.



norma atau aturan menjadi kerangka acuan bagi gmlaknya sebagai suatu pola
tindakan.

Model lembaga yang dipandang sebagai suatu sidemmerumuskanya dalam
empat dalil sebagai beriktr.

4. Bahwa perubahan social terpimpin yang dikenal ssbpgmbangunan,
pada umumnya didorong perubahan fisik dan sociad) yiperkenalkanya
secara sengaja

5. Bahwa perubahan pembaruan itu akan mempengaruhidig@mgaruhi
oleh nilai,norma dan sikap di samping kelakuan yayata, tidak peduli
betapa pun teknisnya

6. Bahwa disebarkanya pembaruan-pembaruan secargaepa@a umunya
terjadi melalui organisasi formal

7. Bahwa pandangan dari segi sistem terhadap organmasupakan
kerangka yang berguna pelukisan dan pengaturan

Di samping itu, perlu diperhatikan tentang pembaagusumber daya manusia.
sumber daya manusia mencakup semua energi, ketxapakat dan pengetahuan
manusia yang dipergunakan untuk tujuan produksjakayang bermanfatt.

Tujuan pembangunan berdasarkan pendekatan sumber manusia adalah
memanfaatkan tenaga manusia seoptimal mungkinmdé&kgiatan yang produktif
menghasilkan produk dan jasa

B. Kajian Umum Kebijakan

“Ipid., him 173-174
®Munandar A.S.Pembangunan Sumber Daya Manusia Dalam Kerangka Pembangunan Nasioanl,
lembaga PPM, Jakarta, 1981, him 17



Istilah kebijaksanaan atau kebijakan yang ditegjgikan dari kata policy memang
biasanya dikaitkan dengan keputusan pemerintaheniarpemerintahlah yang
mempunyai wewenang atau kekuasaan untuk mengarankasyarakat, dan
bertanggung jawab melayani kepentingan umum. jala® dengan pengertian public
itu sendiri dalam bahasa Indonesia yang berartiep@tah, masyarakat atau umum.

Dengan demikian perbedaan makna antara perkatdjaksmnaan dan kebijakan
tidak menjadi persoalan, selama kedua istilah itartidan sebagai keputusan
pemerintah yang relatif bersifat umum dan ditujukdeepada masyarakat umum.
Perbedaan kata kebijakan dengan kebijaksanaan abedasi keinginan untuk
membedakan istilah policy sebagai keputusan petaérigang bersifat umum dan
berlaku untuk seluruh anggota masyarakat, dengalahisdiscretion, yang dapat
diartikan “ilah” atau keputusan yang bersifat kasiuntuk sesuatu hal pada suatu
waktu tertentu. Keputusan yang bersifat kausitisbgmgan sebab akibat) sering
terjadi dalam pergaulan. Seseorang minta “kebijakasn’ seorang pejabat untuk
memperlakukan secara “istimewa” atau secara “istidietidak memperlakukan,
ketentuan-ketentuan yang ada, yang biasanya jubktetapkan sebagai kebijakan
pemerintah (public policy}

Kajian tentang kebijakan dalam arti yang luas sabagaha pengadaan informasi
yang diperlukan untuk menunjang proses pengamikinjakan telah ada sejak
manusia mengenal organisasi dan tahu arti keputt&gian ini dilakukan mulai dari
cara yang paling sederhana dan irasional sampajadegara-cara yang bersifat
kombinasi kuantitatif dan kualitatif sekarang idkan tetapi sebgai suatu disiplin

tersendiri ilmu kebijakan baru diakui kehadiransgaudah Perang Dunia Il.

" http//ilmu-kebijakan-pengertian-kebijakan.html (@Suari 2010)



Kajian-kajian yang dilakukan di masa lampau biasamgrupakan suatu kajian dari
satu disiplin ilmu untuk memecahkan suatu permasalayang dianggap termasuk
dalam aspek tertentu yang relevan dengan disiptin itu. Kajian yang demikian
mulai sulit memecahkan persoalan-persoalan yangplak® dalam masyarakat
modern sekarang ini.

Dalam masyarakat modern di area globalisasi se§ganmain sebagai akibat dari
kemajuan teknologi di bidang informasi dan trantgsy permasalahan publik
menjadi sangat kompleks. Tidak ada satu masalag fianya bisa dilihat sebagai
"satu” aspek yang berdiri sendiri. Berbagai aspelling terkait dan saling
mempengaruhi. Keterkaitan ini tidak terbatas dalemgkungan tertentu saja, tetapi
bisa jadi dipengaruhi dan mempengaruhi lingkungamgylebih luas dan menyangkut
aspek yang berbeda, berlangsung dalam waktu yaagcapat

Sebab itu kajian dari satu disiplin ilmu saja mengidak realistis, karena jawaban
yang dihasilkan terbatas dalam kerangka teorititerieu, tidak sesuai dengan
masyarakat modern yang kompleks dan berkembangaseepat. Khusus untuk
negara-negara yang sedang berkembang telah dilakolda kajian yang bersifat
penerapan dari disiplin ilmu-ilmu yang telah adalddn ilmu administrasi untuk
menata pengelolaan pembangunan dan pembangunamisticasi dalam suatu
masyarakat yang sedang berkembang dalam lingkwaganberbeda dari lingkungan
tempat teori-teori administrasi itu dahulu tumbblal yang serupa juga terjadi dalam
disiplin ilmu ekonomi yang menumbuhkan kajian ekonopembangunan yang
berorientasi pada negara-negara yang sedang beskgmBegitu pula dalam disiplin

ilmu politik, sosiologi dan lain-lain.



Dalam masyarakat dewasa ini sering timbul keluhahwa hasil suatu analisis
yang dilakukan dalam suatu bidang, sulit diterapkéesulitan dalam penerapan ini
disebabkan oleh kenyataan bahwa masyarakat merupakeah pertautan berbagai
aspek yang bersifat multidimensi. Dalam masyaraksgrbagai aspek saling
mempengaruhi. Karena itu diperlukan analisis yagrgitat multidimensi pula. Untuk
menjawab tantangan dari kesulitan penerapan imiaka William Dunn menanamkan
ilmu analisis kebijakan applied social science, ekar ilmu ini menggunakan
pendekatan yang bersifat menyeluruh (holistic aqgrn

Banyak definisi yang dibuat oleh para ahli untuknjalaskan arti kebujakan.
kebijakan sebagai pilihan pemerintah untuk melakudtau tidak melakukan sesuatu
(whatever government chooses to do or not to"d&aston menyebutkan kebijakan
pemerintah sebagai “kekuasaan mengalokasi nilai-nintuk masyarakat secara
keseluruhalt.” Ini mengandung konotasi tentang kewenangan petaér yang
meliputi keseluruhan kehidupan masyarakat. Tidak sdatu organisasi lain yang
wewenangnya dapat mencakup seluruh masyarakat lkg@merintah. Sementara
Lasswell dan Kaplan yang melihat kebijakan sebageana untuk mencapai tujuan,
menyebutkan kebijakan sebagai program yang dipsik@k berkenaan dengan
tujuan, nilai dan praktek (a projected program o#lg, values and practiceS)Carl
Friedrich mengatakan bahwa yang paling pokok bagtuskebijakan adalah adanya

tujuan (goal ), sasaran(objektive) atau kehendaf(me)**

¥ Thomas DyePost Moder nisme dalam Pengembangan Wacana Formulasi Kebijakan. Jurnal llmu Sosial
dan Illmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Iimu FiklIUGM, Yogyakarta , 1992, hal 22
19 i
Ibid hal 47
“Ibid hal 67
#bid hal 129



Kebijakan sebagai “a course of action intendecidoomplish some end,” atau
sebagai suatu tindakan yang bermaksud untuk mentgpan tertentu. Definisi ini
selanjutnya diuraikan oleh Jones dalam kaitan derggberapa isi dari kebijakan.
Pertama, tujuan. Di sini yang dimaksudkan adal@mtutertentu yang dikehendaki
untuk dicapai (the desired ends to be achievedkaBisuatu tujuan yang sekedar
diinginkan saja. Dalam kehidupan sehari-hari tujyamg hanya diinginkan saja bukan
tujuan, tetapi sekedar keinginan. Setiap oranghbséga berkeinginan apa saja, tetapi
dalam kehidupan bernegara tidak perlu diperhitungBaru diperhitungkan kalau ada
usaha untuk mencapainya, dan ada’faktor pendukwagig diperlukan. Kedua,
rencana atau proposal yang merupakan alat atautedemtu untuk mencapainya.
Ketiga, program atau cara tertentu yang telah npatdaersetujuan dan pengesahan
untuk mencapai tujuan yang dimaksud. Keempat, kst yakni tindakan tertentu
yang diambil untuk menentukan tujuan, membuat dasny@suaikan rencana,
melaksanakan dan mengevaluasi program dalam masay&ra

Bertolak dari sini, Jones merumuskan kebijakan galba..behavioral consistency
and repeatitiveness associated with efforts in #mmdugh government to resolve
public problems” (perilaku yang tetap dan berulaladam hubungan dengan usaha
yang ada di dalam dan melalui pemerintah untuk neahi@n masalah umum).
Definisi ini memberi makna bahwa kebijakan itu [fats dinamis — ini akan
dibicarakan secara khusus dalam bagian lain, dddabungan dengan sifat dari

kebijakan®®

2|bid hal 189
Zbid hal 189



Sejalan dengan perkembangan studi yang makin ddjliam Dunn mengaitkan
pengertian kebijakan dengan analisis kebijakan yamgupakan sisi baru dari
perkembangan ilmu sosial untuk pengamalannya di&nidupan sehari-hari. Sebab
itu dia mendefinisikan analisis kebijakan sebagali sosial terapan yang
menggunakan berbagai metode untuk menghasilkan o@mtransformasikan
informasi yang relevan yang dipakai dalam memeaalopéan dalam kehidupan
sehari-hari. “Di sini dia melihat ilmu kebijakanbgmi perkembangan lebih lanjut dari
ilmu-ilmu sosial yang sudah ada. Metodologi yanga#lai bersifat multidisiplin. Hal
ini berhubungan dengan kondisi masyarakat yangifaerkompleks dan tidak

memungkinkan pemisahan satu aspek dengan aspék lain

C. Pemerintahan Daerah

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atasatiegaeratprovinsi Daerah
provinsi itu dibagi lagi atas daerah kabupaten drah kota. Setiap daerah provinsi,
daerahkabupaten dan daeratkota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur
dengan undang-undang. Pemerintahan daerah prodmsiah kabupaten, dan kota
mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintaleswint asas otonomi dan tugas
pembantuan.

Dalam penjelasan pasal 18 UUD 1945 menerangkan dakavena Negara

Indonesia itu adalah suatu Negara kesatuan, Indotidak akan mempunyai daerah

2Ybid hal 197



di dalam lingkungannya yang juga berbentuk Negavdayah Indonesia dibagi
menjadi daerah-daerah provinsi dan daerah prodibsigi pula menjadi daerah yang
lebih kecil. Daerah-daerah itu bersifat otonom dmsifat administratif belaka,
semuanya menurut aturan yang ditetapkan dengamngndchdang. Di daerah-daerah
yang bersifat otonom diadakan badan perwakilan attackarena di daerah pun
pemerintah akan bersendikan dasar permusyarawitaksud dari penjelasan ini
ialah bahwa wilayah Indonesia dibagi menjadi sebdaérah yang besar dan kecil
yang bersifat otonom, yaitu daerah yang boleh mersgrumah tangganya sendiridan
daerah administrrasi, yaitu daerah yang tidak bbetiri sendir?>
Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-laasrkecuali urusan
pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukasgselirusan Pemerintah Pusat.
Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturaahddan peraturan-peraturan
lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembant8asunan dan tata cara
penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur daldemgrundang.
Menurut UU no 32 tahun 2004 tentang Pemerintahardba Pemerintahan daerah
yang tercantum dalam pasal satu angka 2 ialah :
Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusameriptahan oleh
pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomitutgas pembantuan
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sid@mnprinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Wpdanlang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.
Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan jp¢ahedaerah provinsi,

kabupaten, dan kota atau antara provinsi dan kabopdan kota, diatur dengan

%C.S.T. Kansil, Pemerintah Daerah Indonesia, Sinar grafika,Jakarta 2001, h. 3.



undang-undang dengan memperhatikan kekhususanedagaknan daerah. Hubungan
keuangan, pelayanan umum, pemanfatan sumber dayadan sumber daya lainnya
antara pemerintah pusat dan pemerintahan daeralr den dilaksanakan secara adil
dan selaras berdasarkan undang-undang.

Penyelenggara pemerintahan adalah Presiden dibkatitwakil presiden, dan oleh

menteri negara.Penyelenggara pemerintahan daemdbhgmemerintah daeraldan

DPRD. Untuk pemerintahan daerah provinsi yang terdias apemerintah daerah

provinsi danDPRD provinsi Untuk pemerintahan daerah kabupaten atau daetah k

yang terdiri atas pemerintah daerah kabupaten kadtaudanDPRD kabupateratau

kota
Dalam menyelenggarakan pemerintahan, pemerintabt puenggunakan asas
desentralisasi, tugas pembantuan, dan dekonseséssii dengan peraturan perundang-
undangan. Dalam menyelenggarakan pemerintahan hdagramerintahan daerah

menggunakan asas otonomi dan tugas pembantuan.

a. Desentralisasi

Desentralisasi adalah asas yang menyatakan peayeraljumlah urusan
pemerintahan dari pemerintah pusat atau dari petaéritingkat daerah yang lebih
tinggi kepada pemerintha daerah yang lebih renédingga menjadi urusan rumah
tangga daerah itu. Dengan demikian prakarsa, wawgndan tanggung jawab

mengenai urusan yang diserahkan tadi sepenuhnyati¢ampggung jawab daerah itu,



baik mengani politik kebijaksanaan, perencanaam galaksanaannya maupun
mengenai segi-segipembiayaannya. Perangkat peteksaya adalah perangkat
daerah sendif®

Penyerahan kepada pemerintahan yang lebih rendgatunextau mengurus urusan
pemerintahan tertentu itu bersifat penuh dan tpEkuh. Penuh, kalau penyerahan itu
mencakup wewenang untuk mengatur dan mengurushiEikenai asas-asas maupun
cara menjalankannya (wewenang mengatur dan mengasss dan cara
menjalankannya). Tidak penuh, kalau hanya terlj@dda wewenang untuk mengatur
mengurus baik mengenai asas-asas maupun cara rfankajamya. Penyerahan atau
mengatur dan mengurus asas dan cara menjalankauhjpedalah otonomi.
Sedangkan yang terbatas pada cara menjalankank (péauh) adalah tugas

pembantuan (medebewind).

b. Dekonsentrasi

Asas dekonsentrasi adalah asas yang menyatakamppbln wewenang dari
pemerintah pusat atau kepala wilayah atau kepatariai vertical tingka tingkat yang
lebih tinggi kepada pejabat-pejabatnya di daerang@ung jawab tetap ada pada
pemerintah pusat. Baik perencanaan dan pelaksaymamupun pembiayaanya tetap
menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Unsurkpaf@annya dikoordinasikan
oleh kepala daerah dalam kedudukannya selaku Wekilerintah Pusat.

Pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintpadke Gubernur sebagai

wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikalvilayah tertentu dilimpahkan

%C.S.T. Kansil, Pemerintah Daerah Indonesia, Sinar grafika,Jakarta 2001, h. 3.
#Philipus M.Hadjon, Pengantar Hukum Adminstrasi imelsia, Gajah Mada University Press 1994, h.
112.



berdasarakan peraturan perundang-undangan yangkiper¥ang menjadi latar
belakang diadakannya sistem dekonsentrasi ini idlahwa tidak semua urusan
pemerintah pusat dapat diserahkan kepada pemeridesdrah menurut asas

desentralisasi.

¢ Perangkat Daerah

Pemerintahan daerah disini juga mempunyai suatangkat daerah yang dasar
penyusunannya dalam bentuk suatu organisasi kagfenya urusan pemerintahan
yang perlu ditangani. Namun dengan mempertimbangkaktor kemampuan
keuangan; kebutuhan daerah; cakupan tugas yangumnedasaran tugas yang harus
diwujudkan, jenis dan banyaknya tugas; luas wilakahja dan kondisi geografis;
jumlah dan kepadatan penduduk; potensi daerah partglian dengan urusan yang
akan ditangani; sarana dan prasarana penunjang megjea kebutuhan akan organisasi
perangkat daerah bagi masing-masing daerah tigensasa sama atau seragam.

Perangkat daerah provinsi terdiri atekretariat daeralsekretariat DPRPdinas

daerah dan lembaga teknis daeralPerangkat daerah kabupaten/kota terdiri atas

sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas dakraipaga teknis daerakecamatan
dan kelurahan Susunan organisasi perangkat daerah ditetapHamderda dengan
memperhatikan faktor-faktor tertentu dan berpedopada Peraturan Pemerintah.
Sekretariat daerah dipimpin oleh Sekretaris Dac®aretaris daerah mempunyai
tugas dan kewajiban membantu kepala daerah dalanyusien kebijakan dan

mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga tekatsald. Sekretariat DPRD



dipimpin oleh Sekretaris DPRD. Sekretaris DPRD memypi tugas: ().

menyelenggarakan administrasi kesekretariatan DPRE); menyelenggarakan
administrasi keuangan DPRD; (c). mendukung pelaaanugas dan fungsi DPRD;
dan (d). menyediakan dan mengkoordinasi tenagayahlj diperlukan oleh DPRD
dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kemarkpuangan daerah.

Dinas daerah merupakan unsur pelaksana otonomaltdakepala dinas daerah
bertanggung jawab kepada kepala daerah melalueteis Daerah. Lembaga teknis
daerah merupakan unsur pendukung tugas kepalahdaatam penyusunan dan
pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spds#fikentuk badan, kantor, atau
rumah sakit umum daerah. Kepala badan, kantor, atauah sakit umum daerah
tersebut bertanggung jawab kepada kepala daeraur®ekretaris Daerah.

Kecamatan dibentuk di wilayah kabupaten/kota derigarda berpedoman pada
Peraturan Pemerintah. Kecamatan dipimpin oleh cayaagy dalam pelaksanaan
tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenapati batau walikota untuk
menangani sebagian urusan otonomi daerah. Keluratibantuk di wilayah
kecamatan dengan Perda berpedoman pada PeratonanrRah. Kelurahan dipimpin
oleh lurah yang dalam pelaksanaan tugasnya menepergelimpahan dari

Bupati/Walikota.

D. Otonomi Daerah

Sejak tanggal terbitnya Undang-Undang Nomor 32 mat#004 Tentang
Pemerintahan Daerah Berlakunya otonomi daerah rkidregkan terjadinya

pergeseran kekuasaan pemerintahan yang signifi@etara pasti kekuasaan



pemerintah pusat berkurang, sementara kekuasadtedemangan pemerintah daerah
untuk mengelola daerahnya meningkat pesat. Trahksfknasaan dan kewenangan
yang begitu besar ini dalam banyak hal sangat n#nggkan daerah, namun di lain
pihak membawa risiko-risiko pemerintahan yang tidééa diabaikan begitu saja.
Fungsi-fungsi pemerintahan, pelayarisarvices), pemberdayaafempower ment), dan
pengaturan(regulation), dalam porsi yang lebih besar harus mampu ditangieh
pemerintah daerah. Kegagalan atau tidak maksimagbeyaerintahan daerah dalam
menjalankan fungsi-fungsinya akan berbuah padadesk@an masyarakat.

Menurut UU nomor 32 tahun 2004, otonomi disini tlkean hak, wewenang, dan
kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengandiri urusan pemerintahan
dan kepentingan masyarakat setempat sesuai deaggnman perundang-undandn
Dan daerah otonom itu selanjutnya merupakan kesam@syarakat hukum yang
mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengiain mengurus urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempaturate prakarsa sendiri
berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem NEgaeduan Republik Indonesia.

Menurut Bagir Manan inti pengertian otonomi sellssnya mempunyai titik
temu dengan dasar desentralisasi dan patokan rtengiga daerah menurut UUD
1945, dengan catatan otonomi seluas-luasnya tigeindang sebagai jumlah urusan
rumah tangga suatu daerah. Bahkan berdasarkkah p&asdUD 1945 (sebelum
amandemen) pengakuan atas otonomi seluas-luasegamiiikan dengan adanya

pengakuan terhadap hak asal-usul yang bersifatdsata yang mengandung prinsip

YU nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan dapeaal 1 angka 5



mengakui dan memberikan daerah untuk berinisiaih dnengambil prakarsa
mengurus rumah tangga serdiri

Bagi pemerintah daerah, otonomi tidak hanya beliarpahan kekuasaan, namun
justru semakin besarnya tugas-tugas pemerintahal8enbesarnya beban tersebut
menuntut daerah untuk menciptakan struktur pensrant yang tepat, sesuai dengan
beban tugas dan potensi yang ada di daerahnyaipBenc birokrasi yang “ramping
struktur kaya fungsi, efektif dan efisien” dalam njaankan tugas pemerintahan
merupakanvalues yang harus menjadi pegangan dalam restrukturégdasi penataan
kelembagaan di tingkat daerah.

Dalam diskusi tentang otonomi daerah dewasa insalah penataan kelembagaan
pemerintah daerah sangat menarik untuk dikemukalkenataan kelembagaan
pemerintahan daerah sekarang ini tidak lepas darasgat desentralisasi, asas dasar

otonomi daerah.

E. Otonomi Desa

Sudah menjadi pemahaman umum bahwa Otonomi Daegdtagamana
dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 28Qftang pemerintahan
daerah memberi kesempatan kepada Pemerintah Kabupatuk mengoptimalkan
potensi yang ada di daerah masing-masing. Otonamiath itu sendiri merupakan
pemberian kewenangan Kepada Daerah untuk mengaggaean daerahnya sendiri,

tapi tidak lepas dari pengawasan Pemerintah Pusat.

Manan, BagirMenyongsong Fajar Otonomi Daerah, Pusat Studi Hukum (PSH) FHUII 2004,h.278



Berkaitan dengan Otonomi Daerah, bagi PemerintadaDdimana keberadaannya
berhubungan langsung dengan masyarakat dan seljaggitombak pembangunan.
Desa semakin dituntut kesiapannya baik dalam halimeskan Kebi-jakan Desa
(dalam bentuk Perdes), merencanakan pemba-nguisanydaeg disesuaikan dengan
situasi dan kondisi serta dalam memberikan pelayanmén kepada masyarakat.
Demikian pula dalam mencip-takan kondisi yang kaiidibagi tumbuh dan
berkembangnya kreativitas dan inovasi masya-raéiktnd mengelola dan menggali
potensi yang ada sehingga dapat menghadirkan talsabah ekonomis bagi
masyarakatnya. Dengan demi-kian, maka cepat atabala desa-desa tersebut
diharapkan dapat menjelma menjadi desa-desa yamgrat yakni masyarakat desa

yang mampu memenuhi kepentingan dan kebutuhandieaspkannya.

Salah satu ukuran keberhasilan pelaksanaan Otdbesai adalah Pemerintah Desa
semakin mampu memberikan pelayanan kepada masyayakadan mampu
membawa kondisi masyarakat ke arah kehidupan vyasigh | baik. Dengan
terselenggaranya Otonomi Desa, maka hal itu akamaaiepilar penting Otonomi
Daerah. Keberhasilan Otonomi Daerah sangat ditantubleh berhasil tidaknya

Otonomi Desa.

Namun demikian, realitas yang terjadi pada era@tordan desentralisasi yang
muatannya sarat akan nilai-nilai demokrasi dansparansi ini cenderung sering
menghadirkan permasalahan yang kompleks di deszari2i pada era tersebut, proses
politik berjalan seperti lebih cepat daripada kempaam untuk mengelola manajemen
pemerintahan desa yang otonom. Masyarakat ataumgelo masyarakat diper-

kenalkan dengan hal baru dalam konteks politiknyd&ebebasan menentukan sikap



dan pendapat serta meniru demokralsi barat, dan demokrasi diartikan sebagai

kebebasan tanpa batd$.

Beberapa kendala lain yang pantas menjadi baharkip@mdan perlu dicari jalan

keluarnya, antara lain:

C. merubah mentalitas aparatur, baik di tingkat DE®gamatan maupun Kabupaten
yang terbiasa bersikap sentralistis menuju measaljpemberdayaan daerah.
Sehingga untuk melaksanakan suatu kebijakan temkgaateasin harus menunggu

Juklak, Juknis dan segala tuntunan dari atas (Sunta

D. usulan-usulan tentang prioritas program pembangdndesa yang disampaikan
kepada Pemerintah Kabupaten setelah melalui Muslolringkat desa dan
kecamatan sering terkesan hanya formalitas danngudiperhatikan dengan
sungguh-sungguh oleh Pemerintah Kabupaten. Halapat dilihat dari usulan
tentang prioritas program pembangunan di desa éeankatan yang "itu-itu saja"
dari tahun ke tahun. Ironisnya, usulan-usulan iering terbentur pada
ketidakmampuan daerah dalam hal pendanaan, at&arbaéérperangkap dalam
jaring KKN model baru yang menyebabkannya terladtar hanya menjadi arsip
dalam laci. Bukan rahasia lagi bahwa bagi Desa &agamatan yang
mempunyai orang yang memiliki akses di pemerintaHaaik di Legislatif
maupun Eksekutif, sangat memudahkan Desa atau Keaamtersebut

memperoleh prioritas proyek-proyek pembangunan.

E. jika Otonomi Desa benar-benar dapat diwujudkarargikali cukup menguntungkan

3%http://www.ireyogya.org/ire.php?about=mimpi_kenyatantm(19 juni 2009)




bagi desa-desa yang memiliki aset dan sumber daya yang memadai, namun
justru mempersulit untuk desa-desa yang kurandegisadalam masalah sumber

daya alam dan tidak memiliki aset yang cukup.

sikap ambigu Pemerintah Kabupaten dalam penangeserKabupaten yang ada di
desa. Di satu sisi aset tersebut dituntut untukjagemata air bagi PAD yang harus
selalu mengalir deras. Di sisi lain, Desa yang rhikiaset dan banyak menerima
imbas dari keberadaan aset tersebut kurang diibaglenanganannya dan hanya
menerima penyisihan hasil yang sangat jauh datepaapalagi cukup. Contoh yang
mudah mengenai hal ini adalah keberadaan pasa&s R@lnerintah Kabupaten yang

ada di desa.

Bahwa untuk terwujudnya keadilan atau keseimbartgdam pemanfaatan Dana
Alokasi Umum (DAU) Kabupaten, desa-desa mesti targg dalam asosiasi atau
paguyuban agar memiliki kekuatan untuk berembug tdarar-menawar dalam hal

pemanfaatan DAU Kabupaten.

F. Pegawai Negeri Sipil dan Persyaratan Dan Tata CaraPengangkatan

Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil.

a. Pegawai Negeri Sipil

Dalam organisasi negara Republik Indonesia oramggryang menjalankan
fungsi-fungsi pemerintahan disebut dengan PegawegeM Dan juga seorang
pegawai negeri juga merupakan penyelenggara pelayanblik. Di dalam Undang-
undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Kepegawaianbutisen bahwa yang

dimaksud dengan Pegawai Negeri adalah :



Setiap warga Negara Republik Indonesia yang telemenuhi syarat yang
ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenamgdiserahi tugas dalam
suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negargyégadan digaji berdasarkan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan pengertian diatas, seorang baru déatsébagai pegawai negeri bila
telah diangkat oleh pejabat yang berwenang damatiséugas dalam suatu jabatan
negeri atau tigas negara lain serta menerima gajiunut perundang-undangan yang
berlaku. Yang dimaksud pejabat yang berwenang hda¢gabat yang mempunyai
kewenangan mengangkat, memindahkan, dan membddmentegawai Negeri
berdasarkan peraturan perundang- undangan yarakbe8edangkan yang dimaksud
jabatan negeri adalah jabatan dalam bidang ek$efanig ditetapkan berdasarkan
suatu peraturan perundang-undangan termasuk dalesekrdetariatan lembaga

tertinggi/ tinggi Negara dan Kepaniteraan Pengadila

Pegawai Negeri itu sendiri menurut Undang-Undangndio43 Tahun 1999 di
dasarkan pada pasal 2 ayat 1 Pegawai Negeri dniegadi :
a). Pegawai Negeri Sipil;
b) Anggota Tentara Indonesia
c) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 43 Tahun 1688 thenyebutkan apa yang
dimaksud dengan pengertian masing-masing bagiargmun disini dapat diambil

suatu kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan Pedéagairi Sipil adalah Pegawai



Negeribukan angggota Tentara Nasional Indonesiaat@gota Kepolisian Negara
Republik Indonesia.

Berdasarkan penjabaran di atas, Pegawai Neger Ripiupakan bagian dari
Pegawai Negeri yang merupakan aparatur negara. imiedadang-undang Nomor 43
Tahun 1999 Pasal 2 ayat (2), Pegawai Negeri Sip&di menjadi :

1. Pegawai Negeri Sipil Pusat, yaitu pegawai negenigygajinya dibebankan
kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara é&arjd pada
Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, kiGtaeatan
Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Instansi Vertikdil Daerah Provinsi
Kabupaten atau kota,Kepaniteraan Pengadilan atpekeljakan untuk
menyelenggarakan tugas negara lainya

2. Pegawai Negeri Sipil Daerah, yaitu pegawai negpii daerah otonom yang
gajinya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dimj& Daerah yang
bersangkutan.

3. Pegawai Negeri Sipil lain yang ditetapkan dengaratlean Pemerintah, yaitu
pegawai negeri yang dalam hal-hal tertentu sepertggajian dan sebagainya
dapat dimasukkan kategori pegawai negeri sipil sepegawai perusahaan
umum dan perusahaan negara yang belum dialihkankism, pegawai lokal
pada perwakilan RI di luar negeri, pegawai deng@atan dinas untuk waktu
terbatas, Kepala Kelurahan dan anggota-angggotangieat kelurahan
menurut Undang-Undang no.5 tahun 1979, pegawainbnoladisamping

pensiun.



Mengenai kedudukan pegawai negeri sipil menurut ddgdundang nomor 43
tahun 1999 adalah sebagai sebagai unsur apanayara yang bertugas untuk
memberikan pelayanan kepada masyarakat secanfsipnal, jujur, adil, dan
merata dalam penyelenggaraan tugas negara, péaharindan pembangun3nH.
Nainggolan (1987:278) mengatakan bahwa setiap pEgasgeri sipil yang diangkat
untuk memangku jabatan tertentu wajib mengangkeupsia / janji jabatan negef.
Demikian juga dalam pasal 26 disebutkan bahwa [s€&lon Pegawai Negeri Sipil
pada saat pengangkatannya menjadi Pegawai Neggiti 8ajib mengucapkan
sumpah/janjf®

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa WwaigdNegeri Sipil adalah
seseorang yang telah memenuhi syarat untuk diamg&ajadi pegawai oleh pejabat
yang berwenang atau pemerintah guna melaksanagas-tugas, dengan mendapat

imbalan jasa berupa gaji dan tunjangan dari penaérin

G. Persyaratan Dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris €&a Menjadi Pegawai

Negeri Sipil.

a. Pemerintahan Desa

31
32
33

Undang-Undang nomor 43 tahun 1999 pasal 3 ayat 1
Nainggolan,H. Pembinaan Pegawai Negeri Sipilatak Pertja 1987, h. 278
Undang-Undang nomor 43 tahun 1999 pasal 26layat



Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang meniditas-batas wilayah
yuridis, berwenang untuk mengatur dan mengurusrkemmn masyarakat setempat
berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempgtdrakui dan/atau dibentuk dalam
Sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabw/gatta, sebagaimana di maksud

dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indofiegian 1945.

Pemerintahan desa yang terdiri dari Pemerintah Dekan Badan
Permusyawarahan Desa. Pemerintahan Desa memiliwendangan yang

mencakup

1) Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkasabisul desa;

2) Urusan Pemerintahan yang mejadi kewenangan kalmipatayang
diserahkan pengaturannya kepada desa;

3) Tugas pembantuan dari Pemerintah Pemerintah Provoen/atau
Pemerintahan Kabupaten/Kota;

4) . Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peratueannglang-undangan

diserahkan kepada desa.

Kepegawaian di Era Otonomi Daerah Pemerintah mateksan pembinaan
manajemen pegawai negeri sipil daerah dalam sagatk@&n penyelenggaraan
manajemen Pegawai Negeri sipil secara nasionalajdaren Pegawai Negeri Sipil
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mefipngtapan formasi, pengadaan,
pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, penetppasiun, gaji, tunjangan,
kesejahteraan, hak dan kewajiban kedudukan hukenggmbangan kompetensi, dan

pengendalian jumlah. Dalam sistem kepegawaian seatasional, Pegawai Negeri



Sipil (PNS) memiliki posisi penting untuk menyelgagakan pemerintahan dan
berfungsi sebagai alat pemersatu bangsa. Sejalagadekebijakan desentralisasi
dalam penyelenggaraan pemerintah, maka ada seb&gi@anangan di bidang
kepegawaian untuk diserahkan kepada daerah yanglokdik dalam sistem

kepegawaian daerah.

b. Sekretaris Desa

Sekretaris Desa adalah Perangkat Desa yang berhegabantu Kepala Desa
dalam bidang tertib administrasi pemerintahan danangunan serta pelayanan dan

pemberdayaan masyarakat.

Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 28ftang Pemerintahan
Daerah Pasal 202, jabatan Sekretaris Desa diisi M8 memenuhi persyaratan.
Peraturan Pemerintah ini berlaku sampai dengaesaelya pengangkatan
Sekretaris Desa menjadi PNS. Pengangkatan SekreBgba sebelum adanya
peraturan pemerintah ini dilakukan dengan SuratuKesan Bupati/Walikota, Surat
Keputusan Pembantu Bupati/Walikota, Sekretaris ydlaDaerah, pejabat lain yang

ditunjuk oleh Bupati/Walikota, Camat, dan Kepales®e

Pengangkatan tersebut tidak dalam status PNS. Detggaikian, Sekretaris Desa
yang ada selama ini bukan PNS. Bagi Sekretaris Pasg memenuhi persyaratan
akan diangkat secara bertahap menjadi Pegawai N&gat. Dalam peraturan

pemerintah ini diatur beberapa hal penting mengegesyaratan dan tatacara



pengangkatan Sekretaris Desa menjadi PNS. Diapardtertama, Sekretaris Desa
yang bisa menjadi PNS adalah Sekretaris Desa waiy diangkat dengan sah sampai
dengan tanggal 15 Oktober 2004 dan melaksanakas tuggga berlakunya peraturan
pemerintah ini. Kedua, batas usia pengangkatarsisepaling tinggi 51 (lima puluh
satu) tahun dan penetapan pangkat/golongan ruanggdylerikan paling tinggi adalah
Pengatur Muda Golongan ruang II/A pada semua SeiseDesa yang diangkat
menjadi PNS. Kedua hal tersebut menjadi syaratdsdgntara persyaratan lainnya
untuk dapat diangkat menjadi PNS. Bagi yang memijiizah diangkat sebagai PNS

dalam pengkat/golongan ruang sesuai dengan ijeaadn dimiliki.

. Persyaatan Pengangkatan

Sekretaris Desa yang diangkat dengan sah sampgamletb Oktober 2004 dan
masih melaksanakan tugas sampai berlakunya pemapeeerintah ini diangkat

langsung menjadi PNS, apabila memenuhi persyartiagsi berikut :

1) Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

2) Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Ug@an®l Tahun 1945, dan
kepada Negara Kesatan Republik Indonesia sertarireate

3) Tidak sedang menjalani hukuman karena melakukatakirpidana berdasarkan
putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukiam;te

4) Sehat jasmani dan rohani;

5) Memiliki ijazah paling rendah SD atau yang sedérajan



6) Berusia paling tinggi 51 (lima puluh satu) tahurhiteing pada 15 Oktober 2006,
sesuai dengan peraturan pelaksanaan dari Undamngnagnido.32/2004. (Pasal 2

dan Pasal 3).

d. Tahap Pengangkatan

Pasal 4 dan Pasalsmeliputi :

f. Penyusunan data Sekretaris Desa oleh Bupati/\Walikot

g. Pengumpulan berkas pengangkatan Sekretaris Desa

h. Penyampaian data dan berkas pengangkatan kepad&erM&alam
Negeri melalui Gubernur

I. Verifikasi dan validasi data dan berkas oleh Merdalam Negeri

J. Pengajuan usulan formasi Sekretaris Desa untuk pébn/Kota kepada
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara darbusannya
disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negera.

k. Persetujuan Menteri Dalam Negeri menganai pengaagk8ekretaris
Desa menjadi PNS kepada Kepala Badan Kepegawaigarile

I.  Persetujuan dan penetapan Nomor ldentitas PegaegerNSipil (NIP)
Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi PNS oleh &ejgsdan
Kepegawaian Negara dan diteruskan kepada Ment&@inbDidegeri.

m. Persetujuan  pengangkatan  Sekretaris Desa diteruskasda

Bupati/Walikota melalui Gubernur.

g Pasal 4 dan 5 PP nomor 45 tahun 2007 tentasggratan dan tata cara pengangkatan sekdes

menjadi pegawai negeri sipil



Pengangkatan Sekretaris Desa mejadi PNS dilakuk@aras bertahap sesuai
formasi yang ditetapkan oleh Menteri Negara Perglayaan Aparatur Negara mulai
tahun2007 dan selesai paling lambat tahun 2009ashengemprioritaskan usia paling
tinggi*>. Sekretaris Desa yang diangkat menjadi PNS wagihgikuti dan lulus ujian
penyetaraan yang dilaksanakan pemerintah daeraiggdambat tahun 2009. Biaya
ujian penyetaraan dibebabkan pada APBD Kabupateaifio

Sekretaris Desa yang diangkat menjadi PNS berdasgr&raturan pemerintah ini
dapat dimutasikan setelah menjalanim masa jabagiretaris Desa sekurangnya 6
(enam) tahuri’.

e. Kompensasi

Sekretaris Desa yang tidak diangkat menjadi PN&rddntikan dari Jabatan
Sekretaris Desa oleh Bupati/Walikota diberikan @aagpn kompensasi ditetapkan
dengan keputusan Bupati/Walikota. Dana tunjangampemsasi dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) KabuopKota. Kompensasi
dihitung berdasarkan masa kerja selama yang baaseamymenjadi Sekretaris Desa
dengan ketentuan sebagai berikut :

B. Masa kerja 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahtetagikan sebesar Rp.

5.000.000,00 (lima juta rupiah)

35 PP nomor 45 tahun 2007 tentang persyaratan dacded pengangkatan sekdes menjadi pegawai negeri
sipil

% pasal 12 PP nomor 45 tahun 2007 tentang persyatatatata cara pengangkatan sekdes menjadi
pegawai negeri sipil

3" Pasal 14 PP nomor 45 tahun 2007 tentang persyatatatata cara pengangkatan sekdes menjadi
pegawai negeri sipil



C. Masa kerja lebih dari 5 (lima) tahun dihitung setseRp. 1.000.000,00
(satu juta rupiah) pertahun, dengan ketentuan a@ekamulatif paling
tinggi Rp. 20.000.000,00 (Dua puluh juta rupigh).

Pengangkatan Sekretaris Desa sebagai PNS khusyspgatiama berlaku terhitung
Mulai Tanggal (TMT) 1 Januari 2007 sedangkan gajidfbayarkan sejak yang
bersangkutan menerima surat keputusan pengangkebmmai PNS dan dinyatakan
telah melaksanakan tugas sebagai PNS.

Sekretaris Desa yang diangkat menjadi PNS apab#lamenuhi syarat diberikan
pula hak pensiun sesuai peraturan perundang-undakizsa kerja sebagai Sekretaris
Desa dihitung penuh sebagai masa kerja untuk peEmgt@nsiun sejak diangkat

menjadi PNS.

BAB Il

METODE PENELITIAN

H. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah Yuridis
Sosiologis..yaitu dengan mengkaji ketentuan hukwangyberlaku serta apa yang
terjadi dalam masyarakat. Metode pendekatanya ldibdkankan pada segi hukum

dengan mengadakan penelitian langsung ke lokaseltmen Metode Yuridis

% pasal 10 PP nomor 45 tahun 2007 tentang persyada tata cara pengangkatan sekdes menjadi
pegawai negeri sipil



J.

Sosologis digunakan dengan tujuan untuk mengkalakpanaan dari Peraturan
Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 Tentang PersyabanTata Cara Pengangkatan

Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil.

Lokasi Penelitian

Berdasarkan ruang lingkup permasalahan yang telataikhn tersebut di atas
maka penelitian ini akan dilakukan di Kantor Kec#ana Kutorejo.Kabupaten
Mojokerto. Dari lokasi penelitian inilah peneliglah mendapatkan data dan informasi
yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Aladalam pemilihan lokasi ini
adalah bahwa penulis ingin mengetahui sejauh manargpan Peraturan Pemerintah
Nomor 45 Tahun 2007 tentang persyaratan dan tatapesngangkatan sekretaris desa

menjadi pegawai negeri sipil di lingkungan Kecamdtatorejo

Jenis dan Sumber Data
c. Jenis Data

Menurut Lofland sumber data yang utama dalam pegnelkualitatif ialah kata-
kata, dan tindakan selebihnya adalah dari tambakaerti dokumen dan lain-lain.
Berkaitan dengan itu data yang diambil dalam pe&aelini dibagi dalam data primer

dan data sekunder yakni :

8. Data primer:



Data primer adalah data yang diperoleh langsung slavyek kegiatan atau
penelitian dengan menggunakan alat ukur atau alagjgmbilan data yang langsung
pada subyek sebagai suatu informasi yang di calar® penelitian ini data primer
diperoleh dari sumber pertama melalui wawancaragalenkepala kecamatan,

sekretaris kecamatan dan kepala seksi-seksi
9. Data sekunder:

Data sekunder adalah data yang diperoleh secata ladgsung yang berupa data
jadi yang diperoleh melalui studi kepustakaan, toeaa perundang-undangan, studi
dokumentasi berkas-berkas penting dari kecamatdordfa, penelusuran melalui

internet

d. Sumber Data

Menurut Arikunto bahwa sumber data dalam peneliadalah subjek darimana
data diperoleh. Sumber data merupakan faktor pgai@am penelitian, yaitu sebagai
acuan pengkajian dan analisa terhadap permasajahanditelit?®. Dalam penelitian
ini terdapat dua sumber data yang digunakan yaitu :

e.Data primer merupakan sumber data penelitian yaipgraleh secara

langsung dari sumber asli (tidak melalui media pena). Data primer secara khusus
dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanypanelitian. Data primer dapat
berupa opini subyek (orang) secara individual maugalompok, hasil observasi
terhadap suatu benda, kejadian atau kegiatan, aahpengujian. Dan subyek (orang)

yang menjadi sumber data dalam penelitian ini yaitu

39 Arikunto, Suharsimi. 2002rosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktek). Edisi Revisi V. Jakarta :
Rineka Cipta.



f. Kepala Kantor Kecamatan

g. Sekretaris

h. Kepala Seksi Pemerintahan

i. Kepala Seksi Ketertiban dan Keamanan

j. Kepala Seksi Pembangunan

k. Kepala Seksi Sosial

Jadi yang subyek (orang) yang menjadi sumber datardpenelitian ini berjumlah

6 orang.

Data sekunder yaitu data yang berasal dari perappgaundang-undangan serta
buku-buku yang berkaitan dengan pengangkatan sekretiesa menjadi
pegawai negeri sipilpegawai negeri sipil. Dimanaler data sekunder tersebut
terdiri dari :

m. Buku-buku, makalah dan artikel-artikel yang berkailengan masalah penataan
kelembagaan.

n. Undang-Undang Nomor43 Tahun 1999 tentang Kepegawaia

0. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemb&antBaerah

p. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentasg Beraturan Pemerintah
Nomor 45 Tahun 2007 Tentang Persyaratan dan Tata €angangkatan
Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil.

g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2868&ng Sekdes.

K. Teknik Pengumpulan Data



Teknik memperoleh data erat kaitanya dengan matedelitian yang digunakan.
Dalam penelitian ini, perolehan data dilakukan @engmelakukan penelitaian
lapangan. Teknik memeperoleh data ini digunkan kumhemperoleh data primer.

Penelitian lapangan ini memakai teknik perolehaa dabagai berikut :

1. Wawancara ataunterview

Yang dimaksud dengan wawancara adalah prosmsperoleh keterangan
untuk tujuan penelitian denag cara tanya jawab Balmxtatap muka antara
pewawancara dengan respondfedadi wawancara merupakan alat pengumpulan data

untuk memeperoleh informasi langsung dari sumbernya

Teknik wawancara yang dilakukan dalam penelitiam idilakukan dengan

menggunakan metode wawancara terbuka, bebas ganper

Lexi J. Moleong memberikan pengertian tentang waaen terbuak yaitu "Para
subjeknya tahu bahwa mereka sedang diwawancarandagetahui pula apa maksud
dan tujuan wawancara itd*. Sedangkan wawancara bebas terpimpin yaitu dengan
menyiapkan terlebih dahuku pertanyaan-pertanyaary yakan diajukan sebagai
pedoman, tetapi masih dimungkinkan melakukan vavesasi pertanyaan

disesuiakan dengan situasi pada waktu dilakukarayeancara.

Kegiatan wawancara dalam penelitian ini dilakuagnghn :

1.kepala kecamatan kutorejo

9 M. NasirMetode Penelitian,Jakarta, 1988,him 234
1 Lexy j Moleong,Metode Penelitian Kualitatif, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2004 him 189



2. sekretaris kecamatan

3. kepala seksi pemerintahan

4 kepala seksi kepegawaian

2. Observasi (pengamatan)

Dimana pengamatan merupakan titik pengumpulan dietgan cara melihat atau
mengamati secara langsung fenomena-fenomena ypegl#h melalui wawancara.
Dalam penelitian ini peneliti melakukan observasikdntor kecamatan kuturejo
dengan melihat secra langsung dari pelaksanaaratupgm pemerintah nomor 45
tahun 2007 tentang persyaratan dan tata cara pgkagan sekretaris desa menjadi

pegawai negeri sipil.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara untuk memperoleh daigademengumpulkan data
dan melakukan pencatatan pada sumber-sumber dejaaga pada lokasi penelitian.
Data-data ini berbentuk arsip, dokumen, pearutus@nundang-undangan, surat

keputusan, dan hal-hal yang ada pada lokasi pamelit

Data yang ingin didapat dengan teknik dokumentasadalah data-data mengenai
hal-hal yang berhubungan secara langsung dengagapgkatan sekretaris desa

menjadi pegawai negeri sipil



L. Populasi dan Sampel

Populasi yang dijadikan sebagai bahan penelitiamaadkeseluruhan individu yang
terkait dengan penelitian, dimana keselurahan iddiini adalah Kantor Kecamatan
Kutorejo yang terdiri dari :

1. .Kepala Kantor Kecamatan Kutorejo
2. Kepala Seksi Pemerintahan
3. Sekretaris Desa Yang Berstatus PegawairiNSgpl

Metoda pengambilan sampel dalam penelitian ini kdkan dengan metode
purposif sampling dimana sampel diambil dengan asbathwa sampel yang terpilih
mengetahui dan dapat menjawab masalah yang dijadsedagai kajian dalam
penelitian

Sampel responden dalam penelitian ini adalah :

D. Camat Kutorejo sebagai penyelenggara pemerintalsatuen teritorial yang

lebih kecil dan lebih dekat dengan masyarakat

E. Sekretaris Desa sebagai pembantu Kepala Desa daldeng tata tertib

administrasi

M. Analisis Data

7) Proses Analisis
Analisis data yang umumnya dilakukan adalah menstdiruh data yang tersedia
dari berbagai sumber yaitu wawancara, observasiddkomentasi. Menurut Nazir,

analisis adalah mengelompokkan, membuat suatu njrut@emanipulasi, serta



menyingkatkan data sehingga mudah dibaca. Tujuaalisen data adalah
menyederhanakan data dalam bentuk yang lebih ndidabd?.
Peneliti melakukan analisis data berdasarkan meetbskriptif analisis dengan
langkah — langkah sebagai berikut :
5) Menganalisis pelaksanaan persyaratan dan tata paraggangkatan
sekretaris desa menadi pegawai negeri sipil dail hawancara dengan
Kepala Kecamatan beserta kepala seksinya.
6) Melakukan pengolahan data dari hasil wawancara aleervasi secara
langsung.

7) Menarik kesimpulan dari keseluruhan data yang sdd#dpat.

8) Metode Analisis

Dalam menganalisis data digunakan pendekatan &tifaliyaitu pengamatan
terhadap praktek pelaksanaan pengangkatan se&rdtsa menjadi pegawai negeri
sipil di Kantor Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojd&eyang dibandingkan dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaituNEP45 Th. 2007 tentang

Persyaratan dan tata cara Pengangkatan Sekre&masNlenjadi Pegawai Negeri sipil

42 Nazir, Moh, Metode Pendlitian. Bogor 2005,Ghalia Indonesia,h. 358



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Lokasi Penelitian
1. Gambaran Umum Kabupaten Mojokerto

1. Keadaan Umum Lokasi

Wilayah Kabupaten Mojokerto terletak di antara %2@'13” sampai dengan 141
40'47” bujur timur dan antar’Z8'35” sampai dengan’47” lintang selatan.
Secara geografis Kabupaten Mojokerto tidak berbatagngan pantai, hanya berbatasan

dengan wilayah Kabupaten lainnya :

G.Sebelah Utara : Kabupaten Lamongan dan Kabugzatesik
H. Sebelah Timur : Kabupaten Sidoarjo dan KabupB#&suruan
I. Sebelah Selatan : Kabupaten Malang
J. Sebelah Barat : Kabupaten Jombang
Disamping itu wilayah Kabupaten Mojokerto juga migerg wilayah Kota Mojokerto
yang terletak ditengah-tengah wilayah Kabupayenoktito.
Topografi wilayah Kabupaten Mojokerto cenderungetigah dan tinggi di bagian

selatan dan utara. Bagian selatan merupakan wilpgghnungan yang subur, meliputi



Kecamatan Pacet, trawas, Gondang dan jatirejo. aBatgngah merupakan wilayah
dataran, sedangkan bagian utara merupakan daetatkipen kapur yang kurang subur.

Sekitar 30% dari seluruh wilayah Kabupaten Mojokédémiringan tanahnya lebih
dari 15 derajat, sedangkan sisanya merupakan wildgtaran dengan tingkat kemiringan
lahan kurang dari 15 derajat.

Letak ketinggian kecamatan-kecamatan di wilayahugabten Mojokerto rata-rata
berada dibawah 500 m dari permukaan laut, kecamgéany memiliki ketinggian
tertinggi adalah Kecamatan pacet, dimana ketingy@arberada pada lebih 700 m dari
permukaan laut.

Secara administrative wilayah Kabupaten Mojokeet@iti dari 18 kecamatan, 304
desa. Luas wilayah secara keseluruhan Kabupateokertp adalah 692,15 Kmlimana
bila lita amati wilayah Kecamatan Dawarblandong upakan kecamatan dengan luas
wilayah terbesar.

Tabel 1

Tinggi dan Luas Daerah Menurut Kecamatan

No Kecamatan -II;I:I‘ng?lIJ Eaa;ﬁf:ﬁ (?T‘?)n Luas Daerah*) (Km2)
1 Jatirejo 140 32,98
2 Gondang 240 39,11
3 Pacet 570 45,16
4 Trawas 800 29,87
5 Ngoro 25 57,48
6 Pungging 30 48,14
7 Kutorejo 500 42,83
8 Mojosari 36 26,65
9 Bangsal 30 24,06
10 |Mojoanyar 23 23,02
11 ]Dlanggu 17 35,42
12 Puri 70 35,65




13 Trowulan 40 39,20
14 Sooko 64 23,46
15 Gedek 26 22,98
16 |Kemlagi 22 50,05
17 Jetis 35 57,17
18 Dawarblandong 75 58,93

Kab. Mojokerto 30 692,15

Sumber :BPS Kabupaten Mojokerto Data Sekunder Bj@810

2. Gambaran Umum Kantor Kecamatan Kutorejo
1. Keadaan Umum Lokasi
Secara geografis letak kecamatan kutorejo beradslmBkah timur dari kabupaten
mojokerto tepatnya di JL.Mayjen Soemadji dengansLWalayah 42.83 KM-2, dengan
ketinggian 500 m diatas permukaan laut. Curah hwgtmrata 15.764 MM/TH
Secara administratif wilayah kecamatan kutoreyditi dari 17 desa, 108 dusun, 158

RW, 336 RT, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2

Jumlah Administrasi Pemerintahan Kecamatan Kutorejo

No. Administrasi Pemerintahan Jumlah
1 | Kelurahan 0

2 | Desa 17

3 | Dusun 108

4 | RW 158

5 | RT 336
Sumber :Kecamatan Kutorejo, data sekunder dioldl®,20

dari data diatas dapat dikatakan bahwa jumlah adtrasi pemerintahan di
Kecamatan kutorejo cukup banyak, dengan demikiantdhkan aparatur pemerintahan

yang berpengalaman dan mempunyai sumber daya mg@I@M) yang berpendidikan



tinggi dan dibutuhkan teknologi informasi yang dapemepercepat pelaksanaan tugas

pemerintahan

2. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk kecamatan kutorejo 58.554 jiwa palkdan 2009 dengan rincian

pada tabel 1 :
Tabel 3
Jumlah Penduduk Kecamatan Kutorejo
Periode Maret 2009
No. Jenis Kelamin Jumlah

1 | Laki-laki 29.590 jiwa
2 | Perempuan 28.964 jiwa
Jumlah 58.554 jiwa

Sumber :Kantor Kecamatan Kutorejo,data sekunder Didah,2010

Dilihat dari jumlah penduduk Kecamatan Kutorejo faimlaki-laki lebih banyak dari
pada perempuan. Mata pencaharian mereka lebih bdeyaocok tanam dan berternak.
Secara umum Masyarakat dilingkungan Kecamatan Kjgtocenderung mencari

pekerjaan ketimbang menciptakan suatu pekerjaan

3. Struktur Orgnisasi

Struktur organisasi merupakan hal yang sangat mgerdialam pembagian tugas
pekerjaan guna kelancaran aktivitas sebuah instatedam hal ini struktur organisasi
yang digunakan kantor kecamatan kutorejo adalabanmsasi garis dan stdlfirfe and

staff organization). Dalam bentuk pimpinan memberikarwemang kepada beberapa



pegawainya yang masing-masing membawahi staf sesahidiri sesuai dengan bidanng
pekerjaanya dan staf yang diberi tugas bertanggamgb kepada atasanya secra
langsung..
Pimpinan tertinggi dalam struktur ini dipegang seckngsung oleh camat, yang
dalam tugas keseharianya oleh sekretaris kecamatan
Susunan organisasi Kecamatan Kutorejo berdasarkestuPan Daerah Kabupaten
Mojokerto Nomor 13 Tahun 2008 tentang Struktur @rgmsi dan Tata Kerja Kecamatan
dan Kelurahan, adalah terdiri atas :
1. Camat
2. Sekretariat kecamatan., membawahi :
a. Sub Bagian Keuangan
b. Sub Bagian Umum
c. Sub Bagian Perencanaan
3. Seksi Pemerintahan
4. Seksi Pelayanan
5. Seksi Kemasyarakatan.
6. Seksi Pembangunan

7. Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Gambar 1

Struktur Organisasi Kecamatan Kutorejo

CAMAT

SEKRETA
RIAT

SUB SuUB SUB




4. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi

Dalam kedudukannya sebagai Satuan Kerja Perangkaald kabupaten Mojokerto,

Kecamatan Kutorejo mempunyai tugas pokok dan fumgganik dengan tata kerja

sebagai berikut :

1.Menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, mieliput

a.

Pelaksanaan koordinasi kegiatan pemberdayaan ra&ayaketentraman dan
ketertiban umum, penerapan dan penegakan peratdaan perundang-
undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitagguela umum;

Pemberian dorongan partisipasi masyarakat untukt ikarta dalam

perencanaan pembngunan lingkup kecamatan dan fonomsyawarh

perencanaan pembangunan di desa / kelurahan dam&em,;

Pemberian dan pengawasan terhadap keseluruharkerat pemerintah di
wilayah kerja Kecamatan;

Pelayanan masyarkat yang menjadi ruang lingkupstugadan / atau yang
belum dapat dilaksanakan pemerintahan Desa ataudtean;

Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegitn peatexin



f. Pelaporan penyelenggaraan kegiatn pemerintahanindkat Kecamatan
kepada Bupati;

g. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang dinelBpati.

3. Deskripsi Jabatan Struktural
Deskripsi jabatan dari masing-masing fungsi orgmsiiglapat dijelaskan sebagai
berikut :
a. Camat
Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangamiptzhan yang dilimpahkan
oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otondadrah dalam koordinasi
penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dagapaia masyarakat di tingkat
kecamatan serta, melaksanakan pelimpahan sebaga@n&egan pemerintah dari
walikota. Sedangkan untuk melaksanakan tugasnyaatcenempunyai fungsi sebagai
berikut :
1) Pelayanan penyelenggaraan pemerintah kecamatan plmbinaan
pemerintahan kelurahan.
2) Pembinaan ketrampilan dan ketertiban, kesejahtesaaral dan pelayanan
umum serta pemberdayaan masyarakat.
3) Penyusunan rencana dan program pembinaan adnspidtedatalaksanaan

dan rumah tangga.



4) Mengkoordinasikan pembangunan di wilayah kecamatan.
5) Penyelenggaraan dan pengawasan atas tugas-tughanteam sesui bidang
kewenangannya.

b. Sekretariat Kecamatan

Sekretariat kecamatan mempunyai tugas menyelernggaketatausahaan kecamatan
serta memebrikan pelayanan teknis administratiy@ada seluruh perangkat kecamatan
dan melaksanakan tugas lain yang diberikan olerataesui dengan bidang tugasnya.
Sedangkan untuk melaksanakan tugasnya, sekret@@@matan mempunyai fungsi
sebagai berikut :

1) Penyusunan program kerja kecamatan.

2) Penyelenggaraan koordinasi administrasi kecamatarkelurahan.

3) Program keuangan, kepegawaian, dan perlengkapamiagan.

4) Pengelolaan, pemeliharaan sarana dan prasaraaansentaris kantor.
5) Penyusunan akuntabilitas kecamatan.

6) Kearsipan.

Dalam melakukan hal surat menyurat dijelaskan Isard@n nomor dan susunan
bidang sesui ketentuan, antara lain dalam bidanginympemerintahan, politik,
keamanan, kesejahteraan, perekonomian, pekerjaamumengawasan, kepegawaian,
keuangan dan dalam hal surat menyurat tersebugaelsantoh yaitu dicantumkan

tentang surat masuk dan surat keluar.

c. Seksi Pemerintahan



Kepala seksi pemerintahan mempunyai tugas menygheakpn kewenangan bidang
pemerintahan kecamatan dan melaksanakan tugagdag diberikan oleh camat sesui
dengan bidang tugasnya. Sedangkan untuk melaksatagasnya, seksi pemerintahan
mempunyai fungsi sebagai berikut :

1) Penyelenggaraan, peminaan, dan pengawasan kegkateaimatan dan
keluarahan se-kecamatan Kutorejo.

2) Penyelenggaraan perselisinan antar warga masyayaRkgttidak diserahkan
kepengadilan.

3) Penyelenggaraan kondisi kerja fungsi perangkatatiadan perangkat pusat
pada tingkat kecamatan.

4) Penyelenggaraan kerjasama dengan perangkat daeealpum dengan
kelompok masyarakat pada wilayah kerja camat dyatakota Malang.

5) Penyelenggaraan administrasi kepedudukan kecamatan.

6) Penyelenggaraan registrasi pertahanan.

7) Penyelenggaraan tugas-tugas pembantuan sesui lxkelaegangan.

d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi pemberdayaan masyarakat (PMK) mempunyai tugasyelenggarakan
kewenangan bidang pemberdayaan masyarakat dansaedMdan tugas lain diberikan
oleh camat.

Selain tugas bidang pemberdayaan masyarakat, gekdierdayaan masyarakat juga
mempunyai fungsi-fungsi sebagai berikut :

1) Pelaksanaan pembinaan ekonomi masyarakat.



2) Fasilitas pengajuan proyek oleh pembangunan olelyanakat.

3) Pengawasan pembangunan dan pengembangan partimgmsrakat dalam
bidang fisik dan non fisik.

4) Pemantauan dan pelaporan terjadinya kerawananl.sBenetapan potensi
kecamatan.

5) Penyusunan laporan pelaksanaan tugasnya.

e. Seksi Kesejahteraan Sosial

Kepala bidang kesos mempunyai tugas menyelenggadedaenangan dibidang
kesejahteraan social dan tugas lain yang diberidah camat sesui dengan bidang
tugasnya. Utnuk melaksanakan tugasnya, seksi kaésmgan social mempunyai fungsi
sebagai berikut :

1) Mengurus bidang social dan kesejahteraan masyayalkey bersifat umum
langsung maupun tidak langsung dalam bentuk peteyadministrative.

2) Mengarsipkan surat keluar maupun surat masuk bak ¢embaga
pemerintahan maupun lembaga social masyarakat.

3) Mengoordinasikan organisasi social masyarakat ba#ng bersifat
kepemudaan maupun keagamaan dan pendidikan sedateraan dibawah
perintah camat.

f. Seksi Pelayanan Umum
Untuk melaksanakan tugas dibidang pelayana umuiksi qgelayanan umum

mempunyai kewenangan antara lain :



1) Memebrikan rekomendasi / legalisasi surat / ketgmanatas kebutuhan
masyarakat. Surat-surat tersebut terbagi menjadi yhitu, rekomendasi
berpergian, domisili serta akte kelahiran, dan lisgsi Kartu Keluarga (KK),
KTP.

2) Pemberian rekomendasi atas usaha informal ataungadakaki lima di
wilayah kerja kecamatan Kutorejo.

Tugas-tugas yang harus dilaksanakan oleh seksigregla umum antara lain

1) Pelaksanaan pelayanan umum kepada masyarakat ayatvilkecamatan
kutorejo

2) Pengawasan sarana dan prasarana pelayanan umum.

3) Penyusunan laporan pelaksanaan tugas pelayanan.umum

g. Seksi Ketrampilan dan Ketertiban
Dalam melaksanakan tugas sebagai penyelenggaréamirkenan dan ketertiban,
seksi ketentraman dan ketertiban mempunyai furedsigai berikut :

1) Seksi ketrentraman dan ketertiban dalam hal iniagapolisi pamong praja
(satpol PP) KEcamatan melakukan koordinasi dengstansi lain ditingkat
kecamatan yang erat hubungannya dengan pelaksangasnya terutama
dalam membinan ketentraman dan ketertiban wilaggiakatan kutorejo.

2) Menyusun rencana pelaksanaan tugas dibidang katesutr dan ketertiban
wilayah kecamatan kutorejo sesui petunjuk camat.

3) Melaksanakan tindakan —tindakan penertiban di lgpanbaik preventif

maupun represif yustisial.



4)

5)

6)

7)

Melaksanakan patroli di wilayah kecamatan Kutodgtam rangka mencegah
timbulnya gangguan ketentraman dan ketertiban.

Melaksanakan dan mengkoordinasikan pengamatan rkamtomah jabatan
camat.

Melaporkan hasil tugasnya kepada camat menurwdrki@ryang berlaku.

Melaporkan tugas lain yang diebrikan oleh camatidg@gang tugasnya.

Selain tugas-tugas di atas, satpol PP mempunyastiagn yang disebut dengan

Giat Ops. Tramtib Satpol. PP KEcamatan Kutorejoantara lain :

1)

2)

Pengamanan yang terdiri dari, pengamanan kant@ank&an, pengamanan
pejabat / tamu penting, pengamanan kegiatan petaleain dan masyarakat
dan lain-lain kegiatan keamanan.

Opersi ketentraman dan ketertiban yang terdiri atas

a) Patroli siang, dengan sasaran gelandangan, pagkakjbdokar atau cikar,
pedangan kaki lima (PKL), reklame spanduk dan liaim- serta pendirian
bangunan.

b) Patroli malam, dengan sasaran trambit wilayah kélm se kecamatan
Kutorejo, tramtib pusat, kecamatan / keluranan,apgdn kaki lima
(PKL), tempat hiburan malam, dan wanita tuna sySuas).

c) Patroli gabunagn dengan aparat terkait, yaitu peaam / penyuluhan
kepada masyarakat tenathng pemahaman PERDA, ketemtradan
ketertiban wilayah, kebersihan dan keindahan wilaya

d) Melakukan koordinasi dengan ABRI, aparat ketertit@nnya setingkat

kecamatan, serta kepala kelurahan, RT, RW, danressisur terkait.



4. Keadaan Pegawai

Dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintah upelaksanaan pembangunan
dan pembinaan kehidupan masayrakat di kecamtam pkridukung dengan aparat
pemerintah, dalam hal ini pegawai negeri sipil yargmpu memikul dan melaksanakan
tugas-tugas tersebut dari segi kualitas maupun tikasn sesui dengan data yang
diperoleh di kantor kec. Kutorejo pegawainya betam84 orang.

Mereka terbagi dalam beberapa bagian yaitu pad&ragecretariat berjumlah 8
orang, termasuk Camat, Sekcam, dan beberapa kep&daserta staf pegawai kepala
seksi. Utnuk lebih jelas dapat dilihat pada tabbeegkut ini.

Table 4

Komposisi Pegawai Kecamatan Kutorejo
Berdasarkan Bagian Tugas Pekerjaan

Nama Bagian Jumlah
Camat 1
Sekretaris camat 6
Kasie pemerintahan 5
Kasie pemberdayaan masyarakat 5
Kasie kesejahteraan social 5
Kasie pelayanan umum 4
Kasie ketentraman ketertiban 8

Jumlah 34
Sumber : Kantor KEcamatan Kutorejo, data sekunder, diolah 2D

~lo|o|a|w|v| e

Pegawai kantor Kecamatan Kutorejo memiliki latadakeng pendidikan yang

beragam mulai dari tingkat sekolah dasar sampajateperguruan tinggi, latar belakang



ini sangat penting dalam usaha utnuk memahami dataksanakan tugas yang
dibebankan kepada masing-masing pegawai. Dikantgarkatan Kutorejo diketahui
bahwa sebagaian besar pegawai memiliki pendidigemdl yang memadai. Hal tersebut
dapat dilihat pada tebel 5 berikut

Table 5

Komposisi Pegawai Kecamatan Kutorejo
Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No. Tingkat Pendidikan Jumlah
1 | Strata ll 2
2 | Strata | 5
3 | SMA 26
4 | SMP 1
5 | SD -
Jumlah 34

Sumber : Kantor KEcamatan Kutorejo, data sekunder, diolah 2D

Dilihat dari tingkat pendidikan tersebut diatas makasing-masing pegawai
memiliki keragaman dalam hal pangkat dan golongadyéuk lebih jelasnya dapat

dilihat pada tabel 3 berikut ini

Table 6
Komposisi Pegawai Kecamatan Kutorejo
Berdasarkan Pangkat / Golongan

No. Pangkat / Golongan Jumlah
1 | Golongan IV 1
2 | Golongan Il 14
3 | Golongan Il 10
4 | Golongan | 1
5 | THL 8
jumlah 34

Sumber Kantor KEcamatan Kutorejo, data sekunder, diolah XD

Dilihat dari tingkat pendidikan dan golongan jumkgbaratur di tingkat Kecamatan

Kutorejo mencukupi dan banyaknya sumber daya mar{8&M) dari aparatur yang



berpendidikan tinggi, hal ini dapat membantu mekénkan tata tertib administrasi dan

mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang fefekti

5. Sarana dan Prasarana Kerja
Sarana dan prasarana kerja pada Kecamatan Kutonejgputi 9 perangkat
komputer dimana 2 perangkat untuk pelaksanaan gedayKTP dan KSK menggunakan
system on-line dan 1 perangkat untuk system aplk@asangan. Sehingga pada dasarnya
untuk prasarana komputer pada Kecamatan Kutorejla pkasarnya sudah memadai
namun sarana untuk pelayanan publik perlu mendaptpdt tersendiri sehingga

memudahkan masyarakat dalam pengurusan surat na¢ényur

Table 7
Sarana dan Prasarana Kantor KEcamatan Kutorejo

No. Jenis Jumlah
1 | Gedung kantor 1
2 | Telepon dan radio telekomunikasi 7
3 | Mesin ketik 46
4 | Meja kerja / kursi kerja 57/125
5 | Meja kursi tamu 4
6 | Lemari 15
7 | Ruang rapat 2
8 | Ruang data 2
9 | Balai pertemuan 1
10 | Kendaraan dinas roda 2 2
11 | Kendaraan dinas roda 4 1
12 | Computer 9
13 | Laptop 1
14 | Mesin hitung 5
15 | Lain-lain 1

Sumber : Kantor KEcamatan Kutorejo, data sekunder, diolah 2D




Berdasarkan tabel 5 dapat dilihat bahwa bahwa aatan prasarana yang dimiliki
kantor kecamatan kutorejo sebagai penunjang pelaksakegiatanya berupa gedung
kantor sebanyak 1 buah, telepon dan radio komundamnyak 7 buah, mesin ketik 46
buah, meja kerja 57 buah, jursi sebanyak 125 bonga kursi tamu sebanyak 4 buah,
lemari 15 buah, ruang rapat 2 buah, ruang data g&h,bbalai pertemuan 2 buah,
sedangkan kendaraan dians roda 2 sebanyak 2 mg#h4drsebanyak 1 buah computer
sebanyak 9 buah, laptop sebanyak 1 buah, mesinghg#gebanyak 5 buah dan lain-lain

sebanyak 1 buah

7. Analisis Lingkungan Strategis Organisasi
Analisis lingkungan strategis adalah deskripsi ne@ag apa yang terjadi dalam
lingkungan organisasi yang dapat memberikan pehgtethadap rencana strateguis.
Secara terstruktur, lingkungan strategis Kecamdatatorejo terdiri atas lingkungan
internal dan lingkungan eksternal, yang masing-ngadapat diuraikan sebagai berikut :
a. Lingkungan Internal
Lingkungan internal terdiri atas dua faktor stragespcara keseluruhan dapt dikelol
oleh manajemen Kecamtn Kutorejo dn terdiri atastoiakekuatan organisasi dan
kelemahan organisasi.
1. Faktor kekuatan organisasi :
a. Jumlah aparatur di tingkat kecamatan dan prasawat& mendukung
kelancaran pelaksanaan tugas;
b. Masih adanya aparatur yang kurang memahami teknifaymasi yang

ada baik di tingkat kecamatan maupun desa;



c. Masih belum optimalnya penggunaan teknologi inf@imgang ada
(internet).
2. Faktor kelemahan organisasi :
1). Kurang memadainya sarana dan prasarana untuk memglikelncaran
pelaksanan tugas;
2). Masih adanya aparatur yang kurang memahami teknolfiymasi yang

ada baik di tingkat kecamatan maupun desa.

b. Lingkungan eksternal
Lingkungan eksternal terdiri atas dua faktor sg@teyang karena berada pada
lingkungan eksterbal organisasi maka tidak dap#eldia secara langsung oleh
manajemen Kecamatan Kutorejo namun dapat mempédnggraya peningkatan kinerja
organisasi. Dua faktor strategis dari lingkungarstetaal organisasi adalah faktor
peluang organisasi dan ancaman atau tantanganisagan
a. Faktor Peluang Organisasi :

1). Berbatasan dengan Kecamatan Mojosri yang meruped@nkecamatan
terbesar di Kabupaten Mojokerto;

2). Kondisi wilayh kecamatan Kutorejo yang subur, sgba merupakan
daerah yang prospektif untuk penyelenggaraan lkegigbertanian,
perikanan, perkebunan dan kegiatan lainnya;

3). Kondisi masyarakat yang kondusif sehingga mendukpet@ksanaan

pembangunan dalam segala bidang.



b. Faktor Tantangan Organisasi
a. Masih rendahnya kesadaran masyarakat akan penéingeyjaga situasi
dan kondisi lingkungan.
b. Masih rendahnya kesadaran masyarakat akan budesga ba
c. Masih tingginya budaya mencari pekerjaan pada mnaksh bukan

menciptakan pekerjaan.

8. Visi dan misi Pembangunan Kecamatan Kutorejo
A. Visi

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 004 rignfastem Perencanaan
Pembangunan Nasional, pasal 1 ayat 12, Visi adal@musan umum mengenai keadaan
yang diinginkan pada akhir periode perencanaaretPan visi sebagai bgian dari proses
perencanaan pembangunan merupakan suatu langkatingpedalm perjalanan
penyelenggarn pemerintahan, pelaksanaan pembandangrembinaan kemasyarkatn di
daerah. Pada hakikatnya membentuk visi organisdahdnenggali gambaran bersama
tentang masa depan ideal yang hendak diwujudkdn arganisasi yang bersangkutan.
Visi adalah mental model masa depan, dengan demiisi harus digali bersama
disusun bersama sekaligus diupayakan perwujudasagara bersama, sehingga visi
menjadi milik bersama yang diyakinmi oleh selurléneen organisasi dan pihak-pihak
yang terkait dengan upaya mewujudkan visi terseélist.yan g tepoat bagi masa depan
suatu organisasi diharpkan akan mampu menjadi extef bagi upaya peningkatn

kinerja organisasi.



Dengan memperhatikan arti dan makna visi serta lomgb@ndekatan membangun
visi bersama, maka ditetapkan Visi Kecamatan Kijmokabupaten Mojokerto Tahun
2006-2010 yakni :

‘TELADAN DALAM TUGAS DAN UNGGUL DALM PELAYANAN”"

Untuk dapat menangkap arti dan makna dari visiebars maka perlu diberikan
penjelasan visi sebagai berikut :

i. Yang dimaksud dengaieladan Dalam Tugas adalah suatu kondisi dimana

seluruh tugas dapat dilaksanakan dengan baik ¢et sehingga bisa menjadi
contoh bagi masyarakatnya. Pemerintah desa maupas atau instansi lainnya.

ii. Yang dimaksud dengadnggul Dalam Pelayananadalah selalu menjadi yang

terbaik dalam memberikan pelayanan prima, baik #@pmasyarkat mupun

pelanggan linnya.

B. Misi

Setiap Satuan Kerja Perngkat Darah sebagai satimisesi instansi pemerintah harus
memastikan agar visi yang telah ditetapkan bersadapat diupayakan perwujudannya.
Untuk kepentingan itu harus diosusun suatu tahgpag secara umum akan terbagi ke
dalam dua tahapan yakni apa yang hendak dicapai tdgyaimana upay untuk
mencapainya. Salah satu unsur dalam tahapan té@edlah penetapan misi organisasi
yang dalam hal iuni adalah misi SKPD.

Dalam rangkla mewujudkan visnya maka ditetapkasi gang diemban Kecamatan
Kutorejo Kabupaten Mojokerto tahun 2006-2010 seblagakut :

1. Meningkatkan Tertib Administrasi;



2. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Efekti

3. Mewujudkan Pelayanan Prima;

4. Meningkatkan Perekonomian dan Industri Kecil SEtancaran Distribusi Hasil
Produksi;

5. Meningkatkan Pembinaan, Pemberdayaan Perempuadidikan dan Kesehatan
Masyakat;

6. Mewujudkan Keamanan Lingkungan.

9. Tujuan Dan Sasaran Pembangunan Kecamatan Kutorej
A. Tujuan
Tujuan organisasi merupkan penjabran atu iimpleasentari pernyataan misi
organisasi yang mengandung makna :
1. Merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dikesidalam jangka waktu
sampai tahun terakhir renstra;
2. Menggambarkan arah strategis organisasi dan pam@érbaikan yuang ingin
diciptakan sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi
3. Meletakkan kerangka prioritas untuk memfoikuskaahasasaran dan strategi
organisasi berupa kebijakan, program operasionalkdgiatan pokok organisasi
selama kurun waktuy renstra.
Berdasarkan arahan arti dan makna penetapan tajganisasi tersebut maka dalam
kedudukannya sebagai Satuan Kerja Perangkat Da&edgamatan Kutorejo dalam

mewujudkan misinya menetapkan tujuan sebagai keriku



. Untuk mewujudkan misi Meningkatkan tertib administrasi”,maka ditetapkan

tujuan :

1. Meningkatkan tertib administrasi kepegawaian.

2. Meningkatkan tertib administrasi keuangan.

. Untuk mewujudkan misi ‘Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang

Efektif” maka ditetapkan tujuan :

a. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan umum;

b. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa.

. Untuk mewujudkan misi Mewujudkan Pelayanan Prima’ maka ditetapkan

tujuan :

a. Meningkatkan pelayanan pengurusan KTP dan KSK.

b. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan sarana dan pmasapalayanan
pengurusan KTP dan KSK.

. Untuk mewujudkan misiMeningkatkan Perekonomian dan Industri Kecil serta

Kelancaran Distribusi Hasil Produksi” maka ditetapkan tujuan :

a. Meningkatkan pengetahuan kewirausahaan masyarakat.

b. Meningkatkan sarana dan prasarana lingkungan.

. Untuk mewujudkan misi Meningkatkan Pembinaan, Pemberdayaan

Perempuan, Pendidikan dan Kesehatan Masyarakatiaka ditetapkan tujuan :

a. Memberdayakan kaum perempauan;

b. Meningkatkan pendidikan, kesehatan dan kesejamenasyarakat.

. Untuk mewujudkan misi Mewujudkan Kemanan Lingkungan; maka

ditetapkan tujuan :



a. Meningkatkan kesadaran masyarakat atas keamargkuaifigan;

b. Mewujudkan situasi dan kondisi lingkungan yang aman

B. Sasaran

Sasaran adalah merupakan penjabaran dari tujuamisagi dan menggambarkan
hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakgang akan dilakukan secara
operasional. Oleh karenanya rumusan sasaran yaregapkan diharapkan dapat
memberikan fokus pada penyusunan program operdslanaegiatan pokok organisasi
yang bersifat spesifik, terinci dapat diukur dapatalicapai.

Sasaran organisasi yang ditetapkan pada dasarng@pakan bagian dari proses
perencanaan strategis dengan fokus utama berugekan pengalokasian sumber daya
organisasi ke dalam strategi organisasi. Oleh kar@enetapan sasaran harus memenuhi
kriteria spesifiuc, measurable, aggressive but attainable, result and time bond. Guna
memenuhi kriteria tersebut maka penetapan sasaass ldisertai dengan penetapan
indikator sasaran, yakni keterangan, gejala atawamma yang dapat digunakan untuk
mengetahui tinmgkat keberhasilan upaya pencapasaran atau dengan kata lain
disebut sebagai tolok ukur keberhasilan pencajszisaran.

Berdasarkan makna penetapan sasaran tersebut madgaisdengan akhir tahun
2010, Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto meguleta sasaran dengan rincian
sebagai berikut :

1. Untuk mewujudkan dari Misi 1 Meningkatkan tertib administrasi” maka

ditetapkan sasaran :

a. Terpenuhinya data kepegawaian pegawai yang akurat;



b. Terlaksananya kenaikan gaji berkala tepat waktu;

. Untuk mewujudkan dari Misi 1 Meningkatkan tertib administrasi” maka
ditetapkan sasaran :

a. Tersedianya data keuangan yang akurat;

b. Terwujudnya ketepatan alokasi dana.

. Untuk mewujudkan tujuan dari misi ZMewujudkan Penyelenggaraan
Pemerintahan yang Efektif’maka ditetapkan sasaran :

a. Terwujudnya pemerintahan yang berwibawa;

b. Terciptanya kebanggaan masyarakat terhadap peaterint

. Untuk mewujudkan tujuan dari misi ZMewujudkan Penyelenggaraan
Pemerintahan yang Efektif’maka ditetapkan sasaran :

a. Terwujudnya pemerintahan desa yang berwibawa;

b. Terciptanya kesadaran masyarakat terhadap pajak.

. Untuk mewujudkan tujuan dari misi ‘Blewujudkan Pelayanan Prima” maka
ditetapkan sasaran :

a. Tercapainya pelayanan prima pengurusan KTP dan KSK;

b. Terpenuhinya kepuasan masyarakat dalam pengurusamd&n KSK.

. Untuk mewujudkan tujuan dari misi ‘Blewujudkan Pelayanan Prima” maka
ditetapkan sasaran :

a. Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana peggal@an pelayanan

pengurusan KTP dan KSK.



7. Untuk mewujudkan tujuan dari misi Meningkatkan Perekonomian dan
Industri Kecil serta Kelancaran Distribusi Hasil Riduksi” maka ditetapkan
sasaran :

a. Terpenuhinya pengetahuan kewirausahaan bagi méayara
b. Terwujudnya daerah industri.

8. Untuk mewujudkan tujuan dari misi 4Méningkatkan Perekonomian dan
Industri Kecil serta Kelancaran Distribusi Hasil Riduksi” maka ditetapkan
sasaran :

a. Terpenuhinya sarana dan prasarana bagi kelancsaaa;u
b. Tercapainya kelancaran distriubusi hasil industri.

9. Untuk mewujudkan tujuan dari misi 5 Méningkatkan Pembinaan,
Pemberdayaan Perempuan, Pendidikan dan Kesehatansyaakat” maka
ditetapkan sasaran :

a. Terciptanya emansipasi perempuan dalam peningkdtasejahteraan
keluarga;
b. Terciptanya peningkatan peran perempuan dalam peguban.

10.Untuk mewujudkan tujuan dari misi 5 Méningkatkan Pembinaan,
Pemberdayaan Perempuan, Pendidikan dan Kesehatansyaakat” maka
ditetapkan sasaran :

a. Terciptanya budaya gemar membaca pada masyarakat;
b. Terciptanya kesadaran masyarakat tentang kesehddan kesejahteraan

keluarga.



11.Untuk mewujudkan tujuan dari misi 8Mewujudkan Keamanan Lingkungan”
maka ditetapkan sasaran :
a. Terciptanya kesadaran masyarakat atas keaman&uanigan;
b. Terwujudnya kegotongroyongan dalam menjaga keamargkungan.
12.Untuk mewujudkan tujuan dari misi 8Mfewujudkan Keamanan Lingkungan”
maka ditetapkan sasaran :
a. Terwujudnya situasi dan kondisi lingkungan yang mma

b. Terwujudnya ketentraman dalam masyarakat.

10. Strategi Pembangunan Kecamatan Kutorejo

Strategi pencapaian tujuan dan sasaran adalah akamstrategi organisasi, yakni
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang benstarga menyeluruh dan terpadu
mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan secg@rasional dengan
memperhatikan ketersediaan sumber daya organissesihagai satu cara untuk
mewujudkan tujuan dan sasaran, maka strategi yéetgpkan oleh Kecamatan Kutorejo

Kabupaten Mojokerto terdiri atas :

A. Kebijakan
Kebijakan Kecamatan Kutorejo dalam mewujudkan tujdan sasaran yang akan
dicapai dengan akhir tahun 2010 dirumuskan selmsgedut :
1. Dalam rangka mewujudkan miSi Meningkatkan tertib Administrasi” maka
ditetapkan kebijakan :

a. Bidang Urusan Kepegawaian.



2. Dalam rangka mewujudkan misMewujudkan Penyelenggaraan pemerintahan
yang Efektif” maka ditetapkan kebijakan :
a. Bidang Urusan kepegawaian.

3. Dalam rangka mewujudkan misi Mewujudkan Pelayanan Prima’ maka
ditetapkan kebijakan :
a. Bidang Urusan Pemerintahan Umum.

4. Dalam rangka mewujudkan misiMeningkatkan Perekonomian dan Industri
Kecil serta Kelancaranm Distribusi Hasil Produksrhaka ditetapkan kebijakan :
a. Bidang Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengabh.

5. Dalam rangka mewujudkan misiMéningkatkan Pembinaan, Pemberdayaan

Perempuan, Pendidikan dan Kesehatan Msyarakatiaka ditetapkan kebijakan

a. Bidang Urusan Pemberdayaan Perempuan;
b. Bidang Urusan Pendidikan;
c. Bidang Urusan Kesehatan.
6. Dalam rangka mewujudkan misiMéningkatkan Pembinaan, Pemberdayaan

Perempuan, Pendidikan dan Kesehatan Msyarakatiaka ditetapkan kebijakan

a. Bidang Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik DalameNgg

B. Program Operasional
Dalam rangka mewujudkan sasaran organisasi dengddfor sasaran sebagai tolok
ukur keberhasilannya (sebagaimana terinci padaitamp maka Kecamatan Kutorejo

menetapkan program oiperasional dan kegiatan pakgknisasi. Secara garis besar



programn-program operasional tersebut dapat damaikerdasarkan orientasi misi

sebagai berikut :

1.

Untuk mewujudkan Misi 1, dirumuskan program-program
a. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur, dkegatan indikatif :
1). Pembinan / pelatihan penyelenggaraan administegsdawaian.
2). Pembinaan / pelatihan penyelenggaraan admini&easingan.
Untuk mewujudkan misi 2, dirumuskan program-program
a. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatemgan kegiatan
indikatif :
1). Pembinaan / pelatihan penyelenggaraan pemerintgaag efektif dan
efisien bagi aparatur kecamatan dan desa.
Untuk mewujudkan Misi 3, dirumuskan program-program
a. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, @lekggiatan indikatif :
1). Pembinaan / Pelatihan Aparatur penyelenggara peaypaublik;
2). Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana penyebmaiggelayanan
publik.
Untuk mewujudkan misi 4, dirumuskan program-program
a. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Paratmgad kegiatan
indikatif :
1). Pembinaan / pelatihan kewirausahaan bagi masyarakat
2). Pemberian bantuan modal usaha dan manajerial bagyarakat dan
UKM,;

3). Pembinaan / pelatihan manjerial bagi UKM.



5. Untuk mewujudkan misi 5, dirumuskan program-program
a. Program peningkatan peran serta dan kesetaraaerggsldm pembangunan,
dengan kegiatan indikatif :
1). Sosialisasi kesetaraan gender dalam pembangunan.
b. Program pengembangan budaya baca dan pembinaamstadimn, dengan
kegiatan indikatif :
1). Sosialisasi budaya gemar membaca pada masyarakat.
c. Program promosi kesehatan dan pemberdayaan maayadakgan kegiatan
indikatif :
1). Sosialiasi tentang pentingnya pola hidup bersih damat kepada
masyarakat.
6. Untuk mewujudkan misi 6, dirumuskan program-program
a. Program pemeliharaan keamanan, ketentraman, ketertnasyarakat dan
pencegahan tindak kriminal, dengan kegiatan indikat
1). Pelatihan dasar kemiliteran bagi petugas linmas.

2). Lomba Siskamling Antar Desa.

1 Indikator Kinerja Kecamatan Kutorejo

Penetapan indikator kinerja atau ukuran akan digamantuk mengukur kinerja atau
keberhasiolan organisasi. Pengukuran kinerja osganiakan dapat dilakukan dengan
mudah, cepat, tepat dan akurat jika terlebih dallidtetapkan indikator kinerja yang
telah disepoakati bersama. Penetapan indikatorj&imeerupakan syarat penting untuk

menetapkan rencana kinerja sebagai penjabaran reiacena pembangunan jangka



menengah atau rencana strategis organisasi. Hahémgingat rencana kinerja akan
merupakan gambaran sosok tampilan organisasi da medatang. Indikator kinerja

akan dapat dijadikan sebagai media perantara unarkberi gambaran tentang prestasi
organisasi yang diharapkan di masa mendatang.

Kinerja organisasi pada dasarnya dapat digambariaalui tingkat capaian sasaran
organisasi dan tingkat efisiensi dan efektivitaggagaian sasaran dimaksud. Dengan
demikian, indikator kinerja yang diharapkan dap&nggambarkan tingkat pencapaian
kinerja organisasi, hasruslah ditetapkan dengarhhéit sehingga benar-benar dapat
menggambarkan keadaan unjuk kerja organisasi seitara

Berdasarkan uraian maka penetapan kinerja orgartsaebut maka guna dapat
mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan peguram SKPD, diperlukan
penetapan indikator kinerja dalam bentuk penetapatikator kinerja program
pembangunan SKPD. Sebagaimana lazimnya sebuabkalauntuk mengukur kinerja
organisasi maka indikator kinerja program pembaagudaerah ditetapkan dengan
memenuhi kriteria sebagai berikut : (1) terkait gkem upaya pencapaian sasaran
pembangunan daerah, (2) menggambarkan hasil peacgpagram pembangunan yang
diharapkan, (3) memfoikuskan pada hal-hal utamatimg dan merupakan prioritas
program pembangunan daerahg, dan (4) terkait dgmg@anggungjawaban pelaksanaan
pembangunan daerah.

Secara rinci, penetapan indikator kinerja programipangunan Kecamatan Kutorejo
Kabupaten Mojokerto Tahun 2006-2010 sesuai dengdand urusan pemerintahan,

dapat diuraikan sebagai berikut :



1. Program pembinaan dan pengembangan aparatur meaipindikator sebagai

berikut :

1. Kegiatan pembinaan atau pelatihan penyelenggaadaninistrasi kepegawaian
indikatornya adalah :
a. Berkurangnya tingkat keluhan pegawai tentangukgkatannya.
b.Berkurangnya tingkat keterlambatan proses kenajlg berkala.

2. Kegiatan pembinaan atau pelatihan penyelenggaehministrasi keuangan
indikatornya adalah :
a. Berkurangnya tingkat kesalahan dalam perencaaregyaran.
b. Meningkatnya akurasi penggunaan pos anggaran.

2. Program peningkatan kapasitas sumber daya apamaonmpunyai indikator sebagai

berikut :

a. Kegiatan pembinaan atau pelatihan penyelengyperaerintahan yang efektif dan
efisien bagi aparatur Kecamatan dan Desa indikgdoadalah :
b. Meningkatnya tingkat kepercayaan masyarakaatkh kinerja pemerintah.
c. Meningkatnya tingkat antusiasme masyarakat teqhn@rogram pemerintah.

1. Kegiatan pembinaan atau pelatihan penyelengggraaerintahan yang efektif
dan efisien bagi aparatur Kecamatan dan Desa itz adalah
a. Meningkatnya profesionalisme aparatur desa.
b.Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam memP&Bwr

3. Program peningkatan kualitas pelayanan publik merygiundikator sebagai berikut



1.Kegiatan pembinaan / pelatihan aparatur penygheag pelayanan publik
indikatornya adalah :
a.Angka pemilikan KTP dan KSK warga meningkat.
b.Berkurangnya tingkat keluhan penduduk dalam persgun KTP dan KSK.
2.Kegiatan pemenuhan kebutuhan sarana dan pragseagalenggaraan pelayanan
publik indikatornya adalah :
a. Meningkatnya jumlah masyarakat yang terlayatardgpengurusan KTP dan
KSK.
. program pengembangan kewirausahaan bagi UKM menapungikator sebagai
berikut :
1.Kegiatan pembinaan / pelatihan kewirausahaan baagyarakat indikatornya
adalah :
a. Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang gayanrmembuka suatu usaha.
2.Kegiatan pemberian bantuan modal usaha dan mehdpagi masyarakat dan
UKM indikatornya adalah :
a.Meningkatnya jumlah industri kecil dan home irtdus
b.Meningkatnya jumlah produk yang dihasilkan UKM.
. Program peningkatan peran serta dan kesetaraanergetfadam pembangunan
mempunyai indikator sebagai berikut :
1.Kegiatan sosialisasi kesetaraan gender dalamareguban indikatornya adalah :
a.Meningkatnya kualitas hidup dan perlindungan pagempuan;

b.Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangu



6. Program pengembangan budaya baca dan pembinaaosiadimn mempunyai
indikator sebagai berikut :
1.Kegiatan sosialisasi budaya gemar membaca kepaayarakat indikatornya
adalah :
a.Meningkatnya perkembangan minat dan budaya mengsta masyarakat.
7. Program promosi kesehatan dan pemberdayaan maalyarempunyai indikator
sebagai berikut :
1.Kegiatan sosialisasi tentang pentingnya pola pidhersin dan sehat kepada
masyarakat indikatornya adalah :
a.Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berkefilaup bersih.
8. Program pemeliharaan keamanan, ketentraman, ketertimasyarakat dan
pencegahan tindak kriminal mempunmyai indikatomlagealberikut :
1.Kegiatan pelatihan dasar kemiliteran bagi petlgasas indikatornya adalah :
a.Kesigapan petugas Linmas dalam menjaga keamaghkamhgan.
b.Meningkatnya keamanan dalam lingkungan.
2.Kegiatan lomba Siskamling antar desa indikatoagelah :
a.Meningkatnya kegiatan ronda di lingkungan;

b.Berkurangnya angka kejahatan di lingkungan.



B. Jabatan Pegawai di Kantor Kecamatan Kutorejo
Untuk mengetahui tingkat jabatan structural darkdee PNS maka akan

digambarkan dalam table berikut :

Tabel 8

Daftar Pegawai Di Kecamatan Kutorejo

No Nama Pangkat / Gol Jabatan Eselor
Drs. H.M.SUBIJANTO, M.M, M.Pd IV-a CAMAT I-b
NIP. 19540821 197309 1 001 01-04-2008 | 1 Pebruari 2009 01-09-1973
2. | GATOT SOEPRIADI, MM 1l-d SEKREATARIS I-ia
NIP 19680207 198903 1 010 01-04-2007 KECAMATAN 01-03-1989
1 Pebruari 2009
3. | SISWANJONI In-d KASI I-a
NIP. 19590619 198103 1 005 01-01-2005 | KEMASYARAKATAN | 01-03-1981
1 Pebruari 2009
4. | SUTEDJO, SIP In-d KASI I-a
NIP. 19570101 198003 1 030 01-10-2005 | PEMBANGUNAN 01-03-1981
1 Pebruari 2009
5. | ALWARNO, SH I-d KASI I1-a
NIP. 19640126 198701 1 001 01-10-2009 PEMERINTAHAN 01-01-1987
1 Pebruari 2009
6. | BUSYRA SEMBADA, S.Sos Il-c KASUBAG I-a
NIP. 19670902 199202 1 001 01-10-2008 | PERENCANAAN 01-02-1992
1 Juli 2009
7. | NUR LATIFAH, SH Il-c KASI PELAYANAN I1-a
NIP. 19711021 199403 5 003 01-10-2009 | 1 Pebruari 2009 01-03-1993
8. | HARTONO I-b SATPOL PP SMP
NIP. 19570510 198003 1 018 01-04-2008 01-03-1980
9. | SUHUDI I1-b STAF II-a
NIP. 19560716 198003 1 014 01-04-2000 01-03-1980
10. | SISMINTO I-b SATPOL PP I-a
NIP. 19640205 198503 1 105 01-10-2006 01-03-1980
11. | TRIHARTINI Il-b STAF Il-a
NIP. 19571222 198603 2 007 01-04-2005 01-03-1986




12. | YUTIARISTYASTUTIK, SH TES STAF ll-a
NIP. 19671129 198709 2 001 01-10-2007 01-09-1987
13. | WASITO TES STAF ll-a
NIP. 19680630 198903 1 003 01-04-2009 01-03-1989
14. | SUTEJO li-d STAF I-b
NIP. 19680226 198903 1 008 01-04-2006 01-03-1989
15. | SRI SUGIARTI ) STAF ll-a
NIP. 19721229 200501 2 006 01-04-2009 01-01-2005
16. | MOH. HALIMI ll-a SATPOL PP ll-a
NIP. 19740606 200701 1 016 01-01-2009 01-01-2007
17. | AKHMALIYAH R STAF ll-a
NIP. 19730419 200801 2 008 01-01-2008
18. | ABDUL MUNIR - STAF ll-a
NIP. 19770410 200801 1 017 01-01-2008
19. | NURDIYANTO ll-a SEKDES S.AGUNG N
NIP. 19650718 200701 1 023 01-01-2007
20. | ROMLI ll-a SEKDES -
NIP. 19620207 200701 1 010 01-01-2007 | SIMBARINGIN
21. | JAWAHIRUL FANANI ll-a SEKDES SAWO -
NIP. 19601005 200701 1 003 01-01-2007
22 | SUKIYAR ll-a SEKDES KERTOSAR -
NIP. 19660512 200701 1 038 01-01-2007
23. | SUTRISNO ll-a SEKDES -
NIP. 19630822 200701 1 007 01-01-2007 | SINGOWANGI
24. | SUSIADI ll-a SEKDES -
NIP. 19641202 200701 1 016 01-01-2007 | KARANGDIYENG

Sumber : Kantor KEcamatan Kutorejo, data primer, diolah 2010

Berdasarkan tabel 7 Hasil yang diperoleh mengapiggkn bahwa hanya sebagian
saja dari Sekretaris Desa di lingkungan kecamatiéor&o yang memenuhi persyaratan
untuk diangkat menjadi PNS.

Hal tersebut disebabkan karena banyaknya jabata@leseang kosong dan juga ada
sebagian sekretaris desa yang tidak memenuhi patagakarena umurnya yang telah
melewati ketentuan dalam peraturan pemerintahlietsdan ada juga yang dikarenakan

masa pengangkatan jabatannya setelah tanggal ydatpp#an dalam peraturan



pemerintah tersebut yaitu sekdes menjabat sebetumggal 15 Oktober 2004 dan

melaksanakan tugas jabatannya hinnga berlakungéupan pemerintah ini.

C. Implementasi Peraturan Pemerintah nomor 45 TahurR007 Tentang Persyaratan
Dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadtegawai Negeri Sipil di
lingkungan kantor Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto
implementasi kebijakan pengangkatan Sekdes meRjE& pada prinsipnya untuk

memperbaiki sistem administrasi desa. Dengan datnghk Sekdes menjadi PNS, paling

tidak Sekdes lebih bertanggung jawab untuk mengeldministrasi Desa menjadi lebih

baik. kelebihan pengisian Sekdes oleh PNS sebagaiib:

1. Sekdes memiliki kepastian kepegawaian, pengrgstletta karier, sehingga

dapat memberikan motivasi untuk berprestasi.

2. Adanya aktor penggerak perubahan di bidang rear@a) dan administrasi

Pemerintahan untuk tingkat desa.

3. Adanya aktor penghubung yang dapat menjadi paakebijakan perubahan

yang datang dari Pemerintah supradesa.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pembant®aerah dalam Pasal
202 ayat (3) mengamanatkan Sekretaris Desa diisPS yang memenuhi persyaratan.
Sekretaris Desa yang ada selama ini yang bukan §#¢&ra bertahap diangkat menjadi
PNS sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kebijakan tentang status PNS bagi sekdes yang mleanpketentuan baru dalam
dunia pemerintahan di Indonesia, tentunya harusakaly sebagai usaha untuk
memperbaiki kualitas sistem pemerintahan negareaonksla secara umum, dan

penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa skbasais. Walaupun setiap kebijakan



publik selalu tidak dapat dilihat sepihak dari kaesa ilmu administasi saja, melainkan
juga harus dipandang dari kajian ilmu politik.

Di dalam Peraturan Pemerintah ini diatur beberabdgpénting mengenai persyaratan
dan tata cara pengangkatan Sekretaris Desa meRj8i Di dalam pengaturannya
terdapat ketentuan yang memungkinkan Sekretaris Pasg dapat diangkat langsung
menjadi PNS, yaitu Sekretaris Desa yang telah #@ngengan sah sampai dengan
tanggal 15 Oktober 2004 dan melaksanakan tugasgdingerlakunya Peraturan
Pemerintah ini.

Hal penting lain yang diatur dalam Peraturan Pemtedni ini adalah batas usia
pengangkatan berusia paling tinggi 51 (lima pulutuls tahun dan penetapan
pangkat/golongan ruang yang diberikan paling tinggglah Pengatur Muda golongan
ruang ll/a pada semua Sekretaris Desa yang diamgi&ajadi PNS. Kedua hal tersebut
menjadi syarat khusus diantara persyaratan lainnyak dapat diangkat menjadi PNS.
Sekretaris Desa yang diangkat menjadi PNS apat@faenuhi syarat diberikan pula hak
pensiun sesuai peraturan perundang-undangan. Maga s&ebagai Sekretaris Desa
dihitung penuh sebagai masa kerja untuk penetagasiyn sejak diangkat menjadi PNS.
Sekretaris Desa yang diangkat menjadi PNS berdasdtkraturan Pemerintah ini dapat
dimutasikan setelah menjalani masa jabatan SelgeR@sa sekurang-kurangnya 6
(enam) tahun.

Di dalam Peraturan Pemerintah ini diatur juga meagéata cara pengangkatan
Sekretaris Desa menjadi PNS. Dalam tata cara pgkgtan Sekretaris Desa ini terdapat
peran unsur pemerintah daerah secara berjenjanignBéepegawaian Negara, Menteri

Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, dan MentdanDNegeri. Pengangkatan



Sekretaris Desa menjadi PNS dilakukan secara lagrtghitu diawali pada tahun 2007
dan diselesaikan pada tahun 2009. Penahapan p&agmmdgSekretaris Desa menjadi
PNS ini dilakukan dengan memperhatikan urutan pei®ryang didasarkan pada usia
paling tinggi.

Untuk proses pengangkatan sekretaris desa menij&li lBupati atau wali kota harus
menyusun data sekretaris desa di wilayahnya. Dateliut selanjutnya disampaikan
kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur. 8etiita, bupati dan wali kota juga
harus menyertakan berkas pengangkatan. Selanjutiy@ernur menyerahkan data
sekaligus berkas pengangkatan dari seluruh bugditikota kepada Menteri Dalam
Negeri.

Proses yang dilakukan di tingkat Menteri Dalam Negalalah verifikasi serta
validasi data dan berkas yang diperoleh dari guberiMenteri Dalam Negeri akan
mengusulkan berkas yang telah diverifikasi itu kizp®Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan ditembuskan kepada Kepala Badan Adnaisistepegawaian Negara

Peraturan Pemerintah ini mengatur juga mengenai dek kompensasi yang
diberikan kepada Sekretaris Desa yang tidak dapaigklat menjadi PNS. Sekretaris
Desa tersebut diberikan tunjangan kompensasi yamgumg berdasarkan masa kerja

selama yang bersangkutan menjadi Sekretaris Desa.

Pemerintah Kabupaten berkewajiban melaksanakan atangimplementasikan
Peraturan Pemerintah untuk menindaklanjuti Undandddg sebelumnya. Pemerintah
Kabupaten sebaiknya telah mengambil langkah dalamgmplementasikan peraturan

tersebut. Setelah disahkannya Peraturan PemerMtasthor 45 Tahun 2007 tentang



persyaratan dan tata cara pengangkatan sekrets#s rdenjadi pegawai negeri sipil,
Pemerintah Kabupaten melakukan sosialisasi kepadagekretaris desa melalui Camat

yang diteruskan ke kantor-kantor dea.

Setiap sekretaris desa di wajibkan untuk mengungpubberkas seperti yang tertera
pada Peraturan Pemerintah tersebut. Berkas-beukamliputi:.
1. Surat keputusan dan pengangkatan dalam jabekdess
2. Akta kelahiran atau dokumen lain yang terdapaipat dan tanggal lahir yang
bersangkutan; dan
3. ljazah pendidikan terakhir.

Setelah berkas-berkas itu terkumpul di Bagian QOsgan dan Kepegawaian, maka
disusun data Sekretaris Desa diseluruh Kabupateta yang disusun dilakukan
penyeleksian sesuai dengan ketentuan yang terdajaemn PP No. 45 Tahun 2007. Hasil
yang diperoleh mengungkapkan bahwa hanya sebagiandsri Sekretaris Desa di
Kabupaten yang memenuhi persyaratan untuk diamg&ajadi PNS.

Hal tersebut disebabkan karena banyaknya jabat@leseang kosong dan juga ada
sebagian sekretaris desa yang tidak memenuhi patagakarena umurnya yang telah
melewati ketentuan dalam peraturan pemerintahlietsdan ada juga yang dikarenakan
masa pengangkatan jabatannya setelah tanggal ydatppllan dalam peraturan
pemerintah tersebut yaitu sekdes menjabat sebelnggal 15 Oktober 2004 dan
melaksanakan tugas jabatannya hinnga berlakungéupan pemerintah ini.

Sesuai dengan kebijakan peraturan pemerintah agj para sekdes yang tidak

diangkat menjadi PNS, maka akan diberhentikan jdbdtannya sebagai sekretaris desa

3 Hasil wawancara dengan staf sekretaris kecamiatiéorejo bidang kepegawaian, tanggal 5 januari 2010



oleh Bupati atau Walikota, dan diberikan tunjanglmmpensasi yang dihitung
berdasarkan masa kerja selama yang bersangkutajadneekretaris desa. Besaran
tunjangan kompensasi berdasarkan PP No. 45 Taluhi@0yaitu:
a. Masa kerja 1 (satu) sampai dengan 5 (lima )ntalitetapkan sebesar Rp.
5.000.000,00
b. Masa kerja lebih dari 5 (lima) tahun dihitungpegar Rp.1.000.000,00 pertahun
dengan ketentuan secara kumulatif paling tingg2B49.00.000,00.

Bagi para sekdes yang yang memenuhi persyaratandaéagkat menjadi PNS dan
dapat dimutasikan setelah menjalani masa jabatatesesekurang-kurangnya 6 (enam)
tahun. Sedangkan jabatan sekdes yang kosong alsinoléh PNS yang memenuhi
persyaratan. Hal tersebut sesuai dengan ketenaga PP No.45 Tahun 2007 ini. Data
Sekretaris Desa dan berkas pengangkatan jabatasesSeakisampaikan oleh Bupati

kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.

C. hambatan dalam implementasi Peraturan PemerintalNomor 45 Tahun 2007
tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Se&taris Desa Menjadi

Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kecamatan Kutorgp Kabupaten Mojokerto



Mengingat pelaksanaan suatu kebijakan merupakaatkegyang sifatnya interaktif,
maka sifatnya tidak bisa lepas dari berbagai fakyjang dapat mempengaruhi
keberhasilan maupun dalam kegagalanya dalam pekédsga. Demikian pula halnya
dalam implementasi peraturan pemerintah nomor d&nt2007 tentang persyaratan dan
tata cara pengangkatan sekretaris desa menjadipeg&geri sipil. Beberapa faktor
yang diidentifikasi menjadi penghambat implementasiaturan pemerintah nomor 45
tahun 2007 tentang persyaratan dan tata cara pgkegan sekretaris desa menjadi
pegawai negeri sipil di lingkungan kecamatan kytorantara lain :

1. adanya kecemburuan bagi Kades dan perangkat Desg/dasebaiknya
bukan hanya sekdes saja yang diangkat jadi PNSinkata seluruh
perangkat desa. " Kecemburuan ini menimbulkan sadeerja yang
kontraproduktif.. Sikap kecemburuan itu diwujudkdengan kurangnya
semangat dan motivasi kerja dari Kades dan perarig&sa lainnya dan
menyerahkan sepenuhnya pekerjaan adiministrasdkepakdes.

Keputusan pemerintah tentang pengangkatan sekretlesa menjadi
PNS menjadi sumber kecemburuan kepala desa. Jikarldin terjadi,
kecemburuan itu dapat memengaruhi relasi kinerfararkepala desa dan
sekretaris desH.

2. Adanya dualisme atasan bagi sekdes dengan statBsrPentunya akan
mempengaruhi loyalitas dan koordinasi yang tidakenéu. Bahkan posisi
kepala desa cenderung akan dikesampingkan olelesaleingan status

PNS. Hal tersebut dapat membuka peluang terjadioglik antara kepala

4 Hasil wawancara dengan camat kutorejo, tanggah6gri 2010



desa dengan sekdes dalam hal hubungan kerja, kadareya duplikasi

komando terhadap sekd®s.

Demikianlah kondisi yang dapat terjadi terhadaplem@ntasi kebijakan pemerintah
pada UU Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemieridanor 45 Tahun 2007 yang
mengamanatkan Sekretaris Desa diisi oleh PNS, balalui pengangkatan sekdes
menjadi PNS maupun penempatan PNS di daerah mé&gadetaris Desa.

Sejauh mana berbagai keberhasilan implementasijakebi tersebut, semua
tergantung kepada optimalisasi terhadap berbagapala positif yang akan terjadi dalam
implementasi ketentuan tentang status PNS bagiesetatsebut, dan juga tergantung
kepada bagaimana langkah antisipasi pemerintahdaphberbagai dampak negatif yang
mungkin terjadi. Dengan upaya-upaya pengembangan ahdisipasi yang optimal
terhadap berbagai dampak positif dan negatif tetsemsya Allah implementasi
ketentuan tentang status PNS bagi sekdes akan Hagatan dengan baik sehingga

mampu mewujudkan desa yang modern, maju dan mandiri

D. Solusi atas hambatan dalam implementasi PeraturaPemerintah Nomor 45
Tahun 2007 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Penggkatan Sekretaris
Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil di kecamatan Kutejo
untuk mengantisipasi hambatan-hambatan di atasank&an kutorejo telah
melakukan beberapa solusi antara lain :
1. agar pemerintahan desa dapat berjalan, seharustigp sekdes yang

menjadi PNS, dirotasi rutin oleh Pemkab Mojokerteski tetap di satu

> Hasil wawancara dengan camat kutorejo, tanggah6gri 2010



kecamatan yang sama. Hal ini dilakukan untuk migagni tidak
harmonisnya pemerintahan desa, khususnya bagi se&des yang tidak
sejalan dengan ideologi kadesnya itu harus dimdfasi

2. mengadakan Pembekalan aparatur pemerintahan des&sdidkan untuk
meningkatkan sikap dan semangat pengabdian yangridrgasi pada
kepentingan masyarakat serta meningkatkan kompeteksis, managerial
dalam mengemban amanah sebagai sekdes. “Pembgkgdatimaksudkan
untuk efisiensi, efektifitas dan kualitas pelaksanaugas yang dilakukan
sesuai dengan tupoksinya, tugas sekdes adalah menkKegpala desa dalam
pengambilan keputusan serta sebagai penyaji dédadeéaa. "Sekdes harus
mampu menjadi “krangkaning kudi” atau dapat diariksekdes harus
mampu menutup kekurangan atau kejelekan dari kepeda agar situasi
desa selalu kondusif, dengan tugas yang cukup beraka perlu
pembenahan arsip desa oleh sekteraris desa bessanaadengan perangkat
desa lain, mengingat arsip adalah hal penting dagat krusial. “Dalam
menghadapi tuntutan masyarakat yang kian komplefta s&ntutan
peningkatan kualitas pelayanan maka sekdes harosinaani istilah good
governance, istilah tersebut jangan hanya dijaddekedar wacana, namun
benar-benar mampu dijadikan acuan untuk diimpleasskri’

3. diimbangi dengan peningkatan tunjangan penghasitematur pemerintah

desa (TPAPD) bagi perangkat di luar Sekdes, se@@rgan pengangkatan

“® Hasil wawancara dengan camat kutorejo, tanggah6gri 2010
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sekdes jadi PNS, dana TPAD untuk perangkat laia gigaikan, sehingga

dapat meminimalisir terjadinya kecemburuan antsase perangkat de$a

Pengangkatan para Sekdes menjadi PNS ini merupme@ok perhatian Pemerintah
yang antara lain tertuang dalam Peraturan Pemlerimtenor 45 tahun 2007 tentang
Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretsésenjadi Pegawai Negeri Sipil
(PNS), yang tentunya akan membawa implikasi poditfik ditinjau dari aspek pola
karier dan pembinaan kepegawaian maupun dari dgsekahteraan.

Agar pengangkatan menjadi PNS ini benar-benar diamakdalam kerangka
peningkatan tanggungjawab, bukan sekedar predi&atatribut, terlebih status sebagai
PNS ini memberikan kepastian masa depan baru pk@eS dalam menjalankan tugas,
yang tentunya berada di garda depan dan berhadapgesung dengan masyarakat,
diharapkan agar Sekdes yang saat itu dikukuhkanBBi& untuk merubah pola pikir
lama. “Kalau sebelum diangkat, Sekdes jarang miatdna lebih sering ke sawah atau
ditinggal berdagang, mulai sekarang harus diubaha&ai PNS, selain hak untuk digaji
dan menerima berbagai tunjangan serta pensiun, quglakat kewajiban yang sama
seperti halnya PNS yang lain. Ada aturan yang hditasiti, jika melanggar, sanksinya
pun jelas. Termasuk masalah kedisiplinan,. Stagbagai PNS ini, akan menjadi sorotan
masyarakat. nantinya masyarakat boleh melakukagkkbdan melaporkan Sekdes yang
disiplinnya buruk pada Inspektur. “Anda ini diangkangsung jadi PNS tanpa tes dan

tanpa melalui tahapan calon pegawai dulu. Masyarakan melihat, apakah akan ada

8 Hasil wawancara dengan camat kutorejo, tanggah@gri 2010



perubahan pola pikir dan kinerja Sekdes setelahglat jadi PNS. Tapi saya percaya,

kalian semuan mampu untuk menunjukkan kinerja ygotgnal

pengangkatan sekdes menjadi PNS dihaaapaksertai dengan peningkatan

dalam berbagai aspek, baik aspek disiplin, kinemeupun kompetensi, sehingga
masyarakat dapat melihat bahwa pengangkatan Se&rBtsa menjadi Pegawai Negeri
Sipil memberikan dampak yang signifikan terhadapgkatan kinerja Pemerintah Desa
dalam pelayanan publik dan peningkatan kualitasidkgian masyarakat serta
mendukung terwujudnya visi, misi dan tujuan pemb@ag daerah, diharapkan para
Sekdes ini telah memahami bahwa etos kerja PNSumber pada aspek PDLT yakni
Prestasi, Disiplin dan Loyalitas serta memilikiraityang tidak tercela serta melakukan
yang terbaik dalam pelaksanaan tugas serta memegamnig aturan dan kebijakan yang
telah digariskan pemerintah. Jadilah panutan dagaja mimpi memiliki prestise tanpa
prestasi hanya dengan membangun citra positif selfdgS yang berkompetensi tinggi,
taat hukum dan tidak tercela.

secara formal para Sekdes memiliki peran gandaniyaklain mengamankan
kebijakan pemerintah daerah ditingkat implementagla mendorong partisipasi
masyarakat untuk turut bergiat dalam mendukung rarogprogram pembangunan.
Dalam rangka memenuhi Kkualifikasi sebagai Sekdesg ygrofesional dan
bertanggungjawab, bekerjalah dengan teliti danrjoj@ngan mengedepankan prinsip
tertib administarsi, tertib anggaran dan tertipagednaan serta meningkatkan kepekaan
dan ketanggapan terhadap kebutuhan masyarakatnymsetiap desa pasti memiliki

permaslahan yang berbeda sesuai dengan kondipotiamsinya masing-masing.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan perumusan masalah dan pembahasanejam diuraikan pada bab
sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :
kebijakan pengangkatan Sekretaris Desa menjadiviRedNegeri Sipil, yaitu untuk

memperbaiki tata administrasi Pemerintah Desa. Mzt atau lambat kebijakan



ini tentu akan membawa pengaruh terhadap peninglkaialitas pelayanan terhadap
masyarakat. Selain itu, kebijakan ini juga membg@e&emasalahan tersendiri dalam
implementasinya. Jadi ada implikasi posisitf dangaté yang timbul dari
dikeluarkannya kebijakan ini.

Dari berbagai literatur dan media massa yang pefadikan bahan studi, secara
umum kebijakan ini dapat diterima oleh semua piHakk dari Sekretaris Desa,
Kepala Desa, maupun Perangkat Desa lainnya. Kedéatikian banyak tuntutan
agar perangkat desa yang lain juga diberikan peslakhak yang sama seperti
Sekretaris Desa.

Implementasi kebijakan pengangkatan Sekretaris Desgadi Pegawai Negeri
Sipil ini membawa permasalahan dilihat dari beb&ragpek, yaitu aspek psikologis
perangkat desa, aspek sosiologis masyarakat degak @olitis kekuasaan Kepala
Desa, dan aspek ekonomis ditinjau dari keuangaraklaserta beberap permasalahan
lainnya.

Dilihat dari aspek persyaratan dan tata cara peykgaan, proses yang ditetapkan
pemerintah sangat prosedural dan memperhatikan h&lakadministratif dari

Sekretaris Desa serta sudah menjunjung rasa keatidék yang diangkat menjadi
Pegawai Negeri Sipil maupun yang tidak memenuhsyzatan untuk diangkat

menjadi Pegawai Negeri Sipil.

B. Saran

Dari paparan di atas, dapat diberikan saran sebagait :



=

. Sosialisasi atas kebijakan ini harus terus dikak, walaupun implementasinya sudah

terlaksana, karena tidak semua masyarakat Desanpaiten kebijakan ini;

Harus diberikan pedoman lebih lanjut terkait gen tugas-tugas perangkat Desa,
sehingga tidak terjadi tumpang tindih kekuasaaik lbaitara Kepala Desa dengan
Sekretaris Desa, maupun dengan perangkat desdayang

Mengenai persyaratan pendidikan, penulis beggeatd bahwa lebih baik jika
Sekretaris Desa yang diangkat hanya yang ber-ija88fA, tanpa ada ujian
penyetaraan bagi yang tidak memiliki ijazah SMA;

Perlu dikeluarkan peraturan yang mengatur memgeselonisasi ataupun status
jabatan dari Sekretaris Desa berstatus PegawairiN&ige tersebut;

Perlu adanya penelitian lebih lanjut mengeneaktefitas pengangakatan Sekretaris
Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil, sebagai bahawli slan evaluasi bagi
Pemerintah;

Sekretaris Desa yang diangkat menjadi PegawgeiN&ipil harus dari desa yang
bersangkutan, mengingat beban sosiologis masyattakat

Pemerintah perlu mengeluarkan aturan kepegawediasus dan keuangan selaku
acuan bagi daerah dalam mendukung implementasjakahi pengangkatan dan

penempatan Sekretaris Desa sebagai Pegawai Nggéri S
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